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BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 109 TAHUN 2012

TENTANG

KODE REKENING PIERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! SEMARANG,

bahwa sesuai dengan kebutuhan obyektif, nyata dan sesuai
karakteristik dacrah, maka Pemerintah Daerah dapat
mengembangkan program dan kegiatan beserta kode rekeningnya
dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

bahwa dalam rangka mendukung penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2013, dipandang perlu mengembangkan kode rekening
perencanaan dan penganggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurut a dan huruf b, inaka perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Semarang tentang Kode Rekeniﬁg Perencanaan Dan
Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-
batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat Il
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1652); ‘
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10.

Undang-Undang Nomor 28 Tehun 1999 tentang Penyelenggaran
Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasicna! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembéran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nemo: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali- diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan FPFerwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat | Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga Dan
Kabupaten Daerah Tingkat I $emarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nonior 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);




19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiz Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4972);



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Nomecr 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan
Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,
serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50186);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2008 tentang Tunjangan
Pengamanan Persandian; '

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan

Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor .13 Tahun 2006 tentarg
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor §7 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Momor 21);



-

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004
tentang Kedudukan ProtokolerlDan Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sernarang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat
Daerah (Lemmbaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Air Tarah (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabubaten Semarang Nomor
10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah | (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2011 Ndmor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2C12 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1);




41. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nofnor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Semarang Momor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING

(M

(2)

3)

(4)

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang menggunakan

kode urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam
penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan

kode akun pembiayaan.

Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang

~dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Semarang menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode
jenis, kode obyek dan kode rincian obyek. |

Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)-
dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode
rekening.

Pasal 2

Uraian susunan kode rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Semarang dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode

program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan
kode rincian obyek.




Pasal 3

Uraian mengenai Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri

dari :

a. Lampiran | Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang;

b. Lampiran Il Kode Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Urusan Yang
Dilaksanakan;

c. Lampiran Il Kode Akun Pendapatan, Kode Akun Belanja Dan Kode Akun

Pembiayaan merupakan bagian susunan Kode Akun Keuangan
Daerah;

d. Lampiran IV Kode Rekening Pendapatan Daerah;

e. Lampiran V Kode Dan Klasifikasi Fungsi;

f. Lampiran VI Kode Dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Untuk
Keselarasan Dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara,

g. Lampiran VIl Kode Dan Daftar Program Dan Kegiatan Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah;

h. Lampiran VIl  Kode Rekening Belanja Daerah,;

i. Lampiran IX Kode Rekening Pembiayaan Daerah

Pasal 4

Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 merupakan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun
Anggaran 2013.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Kode Rekening
Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 67);

2. Peraturan -Bupati Semarang Nomor 108 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Kode Rekening
Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 108);



3. Peraturan Bupati Semarang Nomor 117 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Kode Rekening
Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 117);

tetap berlaku untuk proses perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2012.

Pasal 6 |

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dimulainya perencanaan dan
penganggaran Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 2§ -0s -2

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 2§ - 05 - Jo/=2

ETARIS DAERAH _




LAMPIRAN | FERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 109 TAHUN 2012

TENTANG _

KODE REKENING PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE DAN KLASIFIKAS! URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISAS|I PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN SEMARANG

KODE " URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN WAJIB

01 PENDIDIKAN

—

01 [ 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

02 | KESEHATAN

02 [ 1.02.01 DINAS KESEHATAN

02 | 1.02.02 'RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA

02 {1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN

| | |

02 }1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

-

03 PEKERJAAN UMUM

—

03 | 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

"y

03 [ 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

04 PERUMAHAN

04 | 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

— | | |

04 | 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

04 |1.20.10 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

05 PENATAAN RUANG

05 {1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

05 [ 1.06.01 BADAN PERENCANAAN FEMBANGUNAN DAERAH

— | | |

05 | 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

i

06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

-

06 | 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
06 [ 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH B

1 |07 PERHUBUNGAN
1 107 | 01 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
08 LINGKUNGAN HIDUP

| el

08 | 1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

—

08 [ 1.04.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM

09 PERTANAHAN

09 | 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

09 | 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

— — o —

09 | 1.20.05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
T DAN ASET DAERAH

I )




by

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
110 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 |10 [ 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 144 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NS N BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
b PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 [11[1.20.03 | SEKRETARIAT DAERAH
1 |12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
. SEJAHTERA
1 112 | 1.11.01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
et PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 (13 SOSIAL
+ 11a [ 14203 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
e TRANSMIGRASI -
1 [13]11.20.03 | SEKRETARIAT DAERAH
114 KETENAGAKERJAAN
1 [1a | 1.14.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
e TRANSMIGRASI
1[15 KOPERASi DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 |18 | 1.45.01 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL,
e | MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1[16 PENANAMAN MODAL
i 148 | 1.18.01 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
. TERPADU
1 (17 | KEBUDAYAAN
14 147 | 1.47.61 DINAS PEMUDA ,OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN
i PARIWISATA
1118 | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 118 ]1.03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM
1 118141701 DINAS PEMUDA ,OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN
' PARIWISATA ,
1 /18 | 1.20.03 | SEKRETARIAT DAERAH
5 |18 [ 120668 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
' DAN ASET DAERAH
1[19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 119 [1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1119 /1.19.02 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 119 11.20.03 | SEKRETARIAT DAERAH
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
1|20 ADMINIS TRAS| KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 [20 [1.20.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
1 120 [1.20.02 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1 120 [1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH




iy

]

KODE

20

1.20.04

DAERAH -

20

1.20.05

DAN ASET DAERAH

20

12006

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

20

1.20.07

INSPEKTORAT

— | — i

20

1.20.08

KECAMATAN

1.20.08.01

'KECAMATAN GETASAN

1.20.08.02

KECAMATAN TENGARAN

1.20.08.03

'KECAMATAN SUSUKAN

1.20.08.04

KECAMATAN SURUH

1.20.08.05 |

' KECAMATAN PABELAN

__ ~ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

1.20.08.06

KECAMATAN TUNTANG

1.20.08.07

KECAMATAN BANYUBIRU

1.20.C8.08

KECAMATAN JAMBU

1.20.08.09

KECAMATAN SUMOWONO

1.20.08.10

IKECAMATAN AMBARAWA

1.20.08.11

KECAMATAN BAWEN

1.20.08.12

KECAMATAN BRINGIN

1.20.08.13

KECAMATAN BERGAS

1.20.08.14

KECAMATAN PRINGAPUS

1.20.08.15

KECAMATAN BANCAK

1.20.08.16

KECAMATAN KALIWUNGU

1.20.08.17

KECAMATAN UNGARAN BARAT

1.20.08.18

KECAMATAN UNGARAN TIMUR

1.20.08.19

KECAMATAN BANDUNGAN

20

1.20.09

KELURAHAN

1.20.09.01

KELURAHAN GONDORIYO

1.20.09.02

KELURAHAN NGAMPIN

1.20.09.03

KELURAHAN POJOKSARI

1.20.09.04

KELURAHAN TAMBAKBOYO

1.20.09.05

KELURAHAN LODOYONG

1.20.09.06

KELURAHAN KUPANG

1.20.09.07

KELURAHAN KRANGGAN

1.20.09.08

KELURAHAN PANJANG

1.20.09.09

KELURAHAN BARAN

1.20.09.10

KELURAHAN BANDUNGAN

1.20.09.11

KELURAHAN BAWEN

1.20.09.12

KELURAHAN HARJOSARI

1.20.09.13

KELURAHAN NGEMPON

1.20.09.14

KELURAHAN KARANGJATI

1.20.09.15

KELURAHAN WUJIL

1.20.09.16

KELURAHAN BERGAS LOR

1.20.09.17

KELURAHAN PRINGAPUS

1.20.09.18

KELURAHAN CANDIREJO

1.20.09.19

KELURAHAN GENUK

1.20.09.20

KELURAHAN UNGARAN

1.20.09.21

| KELURAHAN BANDARJO

1.20.09.22

KELURAHAN LANGENSARI

1.20.09.23

'KELURAHAN SIDOMULYO

1.20.09.24

KELURAHAN KALIREJO

1.20.09.25

KELURAHAN SUSUKAN

1.20.09.26

KELURAHAN GEDANG ANAK




LA

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.20.09.27 | KELURAHAN BEJI
1 {20 |1.20.10 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 120 [1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 |21 KETAHANAN PANGAN
1 |21 | 1.21.01 | KANTOR KETAHANAN PANGAN
1 |21 |1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH
i |22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 |22 [1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 |23 STATISTIK
1 123 ]1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 |24 | KEARSIPAN
1 |24 |1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1 124 [ 12004 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
e DAERAH
1 |25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 |25 | 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN
e INFORMATIKA
1 (25 [ 1.20,03 SEKRETARIAT DAERAH
1 125 | 12004 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ki DAERAH
126 B PERPUSTAKAAN
1 |26 | 1.26.01 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 B URUSAN PILIHAN
2 |01 PERTANIAN
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN
2 |01 [201.01 | ghyTANAN
2 [01]2.01.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2 |01 ]1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH
(2 [01]1.06.01 BADAMN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 (02 KEHUTANAN
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN
2 |02 |2.01.01 KEHUTANAN
2 |03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2 103 ]1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM
04 PARIWISATA
o4 | 1.17.01 DINAS PEMUDA ,OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN
NG PARIWISATA
2 (05 KELAUTAN DAN PERIKANAN:
2 |05 [2.01.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN




KODE _ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
06 PERDAGANGAN
06 |2.07.01 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL,
T MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
06 | 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH
07 INDUSTRI
07 | 2.07.01 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL,
iy MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
07 | 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH .
08 KETRANSMIGRASIAN
08 | 1.14.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
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KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN URUSAN YANG
DILAKSANAKAN

SATUAN KERJA
KODE PERANGKAT DAERAH | (ODE URUSAN

N

01 | 01 DINAS PENDIDIKAN 01 | Pendidikan

18 | Kepemudaan dan Olah Raga

02 01 | DINAS KESEHATAN 02 | Kesehatan

— — |

RUMAH SAKIT UMUM

02 |01 DAERAH AMBARAWA 02 | Kesehatan

RUMAH SAKIT UMUM

02 | 02 DAERAH UNGARAN 02 | Kesehatan

03 |01 DINAS PEKERJAAN UMUM 03 | Pekerjaan Umum

04 | Perumahan

05 | Penataan Ruang

08 | Lingkungan Hidup

09 | Pertanahan

18 | Pemuda dan Olah Raga

03 Energi dan Sumber Daya
Mineral

06 |01 BAPPEDA 03 | Pekerjaan Umum

04 | Perumahan

05 | Penataan Ruang

06 | Perencanaan Pembangunan

23 | Statistik

N N | § ot o | i f -—

01 | Pertanian

DINAS PERHUBUNGAN
07 |01 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

—

07 | Perhubungan

o 1] 25 | Komunikasi dan informatika
BADAN LINGKUNGAN

08 | 01 | HiDUP 1| 08 | Lingkungan Hidup

DINAS KEPENGCUDUFKAN

1l 10 Kependudukan dan Catatan
DAN PENCATATYTAN SIPIL

10 | 01
Sipil

BADAN KELUARGA

BERENCANA DAN 1l 11 Pemberdayaan Perempuan

11 101

PEMBERDAYAAN dan Perlindungan Anak
| PEREMPUAN ;
1l 12 Keluarga Berencana dan
. Keluarga Sejahtera
DINAS SOSIAL, TENAGA
14 | 01 KERJA DAN 11 13 | Sosial

TRANSMIGRASI

14 | Ketenagakerjaan

2| 08 | Transmigrasi




L

SATUAN KERJA

URUSAN
KODE PERANGKAT DAERAH | KOPE "
DINAS KOPERASI USAHA
MIKRO, KECIL . Koperasi dan Usaha Kecil
15 | 01 MENENGAIH, 1] 15 Menengah
PERINDUSTRIAM DAN
| PERDAGANGAN
2| 06 |Perdagangan
2| 07 | Perindustrian
KANTOR PENANAMAN
16 | 01 MODAL DAN PERIJINAN 1| 16 | Penanaman Modal
TERPADU B
DINAS PEMUDA, OLAH
17 | 01 RAGA, KEBUDAYAAN DAN | 1| 17 | Kebudayaan
PARIWISATA
. 1| 18 | Pemuda dan Oiah Raga
2| 04 | Pariwisata
19 | 01 KANTOR KESATUAN 1l 19 Kzsatuan Bangsa dan Politik
BANGSA DAN POLITIK Dalam Negeri
19 | 02 SATUAN POLISI PAMONG 1l 19 Kesatuan Bangsa dan Politik
PRAJA Dalam Negeri
Otonomi daerah, pemerintahan
20 | 01 DEWAN PERWAKILAN 4l g | Umum, administrasi keuangan
RAKYAT DAERAH daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian
_ Otonomi daerah, pemerintahan
20 | 02 BUPATI DAN WAKIL 1l 20 |umum, administrasi keuangan
BUPATI daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian
20 | 03 SEKRETARIAT DAERAH 1] 02 | Kesehatan
1| 03 | Pekerjaan Umum
1{ 05 | Penataan Ruang
1| 06 | Perencanaan Pembangunan
1] 08 | Pertanahan
1l 11 Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
11 13 | Sosial
Koperasi dan Usaha Kecil dan
11 15
. Menengah
1| 18 | Pemuda dan Olah Raga
1l 19 Kesatuan Bangsa dan Politik
B Dalam Negeri
Otonomi daerah, pemerintahan
1| 20 | umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
S kepegawaian dan persandian
______ 1] 21 | Ketahanan Pangan
1] 25 | Komunikasi dan Informatika
S P — 2| 01 | Pertanian
N 2| 06 | Perdagangan
o o 2| 07 | Perindustrian




KODE

SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

KODE

URUSAN

20

SEKRETARIAT DPRD

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

Kearsipan

25

Komunikasi dan Informatika

20

05

DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

Pertanahan

18

Pemuda dan Olah Raga

20

06

BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

org

INSPEKTORAT

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.01

KECAMATAN GETASAN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
caerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.02

KECAMATAN TENGARAN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.03

KECAMATAN SUSUKAN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.04

KECAMATAN SURUH

Ctonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.05

KECAMATAN PABELAN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

08.06

KECAMATAN TUNTANG

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.07

KECAMATAN BANYUBIRU

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.08

KECAMATAN JAMBU

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.09

KECAMATAN SUMOWONO

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian




KODE

SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

KODE

URUSAN

2

08.10

KECAMATAN AMBARAWA

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.11

KECAMATAN BAWEN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.12

KECAMATAN BRINGIN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.13

KECAMATAN BERGAS

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.14

KECAMATAN PRINGAPUS

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.15

KECAMATAN BANCAK

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.16

KECAMATAN KAL:WUNGU

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.17

KECAMATAN UNGARAN
BARAT

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.18

KECAMATAN UNGARAN
TIMUR

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

08.19

KECAMATAN BANDUNGAN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

09.01

KELURAHAN GONDORIYO

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

09.02

KELURAHAN NGAMPIN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

09.03

KELURAHAN PO.JOKSARI

Gtonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

09.04

KELURAHAN
TAMBAKBOYO

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian




SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

KODE

URUSAN

KELURAHAN LODOYONG

1 20

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN KUPANG

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN KRANGGAN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN PANJANG

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN BARAN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN BANDUNGAN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN BAWEN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN HARJCSAR!

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN NGEMPON

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN KARANGJATI

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN WUJIL

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN BERGAS LOR

Otoncmi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN PRINGAPUS

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN CANDIREJO

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KODE
20 | 09.05
20 | 09.06
20 | 09.07
20 | 09.08
20 | 09.09
20 | 09.10
20 | 09.11
20 | 09.12
20 | 09.13
20 | 09.14
20 | 09.15
20 | 09.16
20 | 09.17
20 | 09.18




KODE

SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

KODE

URUSAN

20

09.19

KELURAHAN GENUK

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

09.20

KELURAHAN UNGARAN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

KELURAHAN BANDARJO

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

09.22

20

09.23

KELURAHAN LANGENSARI

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

KELURAHAN SIDOMULYO

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

09.24

KELURAHAN KALIREJO

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

09.25

KELURAHAN SUSUKAN

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

09.26

KELURAHAN GEDANG
ANAK

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

09.27

KELURAHAN BEJI

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

20

10

BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

Perumahan

21

01

KANTOR KETAHANAN
PANGAN

Ketahanan Pangan

22

01

BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian

Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa




LEd

KODE

SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH | KOPE URUSAN
] KANTOR PERPUSTAKAAN d
1126 |01 DAN ARSIP DAERAH 1| 24 | Kearsipan
1] 26 | Perpustakaan
DINAS PERTANIAN,
2|01 | 01 PERKEBUNAN DAN 2| 01 | Pertanian
KEHUTANAN
2| 02 | Kehutanan
DINAS PETERNAKAN DAN .
2101 |02 PERIKANAN 01 | Pertanian
2| 05 | Kelautan dan Perikanan




LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 109TAHUN 2012

TENTANG

KODE REKENING PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH

KODE

URAIAN

o g AW -

Aset
Kewaijiban
Ekuitas Dana
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan




LAMPIRAN 1V

KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
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TENTANG
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Kode Uraian
1 2

4. PENDAPATAN DAERAH

4.1, Pendapatan Asli Daerah

4.1.1. Hasil Pajak Daerah

4.1.1.01. Pajak Hotel

4.1.1.01.01. Hotel Bintang Lima Berlian

4.1.1.01.02. Hotel Bintang Lima

4.1.1.01.03. Hotel Bintang Empat

4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga

4.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua

4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu

4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga

4.1.1.01.08. Hotel Melati Dua

4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu

4.1.1.01.10. Motel

4.1.1.01.11. Cottage

4.1.1.01.12. Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos (Pandok
Wisata)

4.1.1.01.13. Wisma Pariwisata

4.1.1.02. Pajak Restoran

4.1.1.02.01. Restoran

4.1.1.02.02. Rumah Makan

4.1.1.02.03. Cafe

4.1.1.02.04. Kantin

4.1.1.02.05. Katering

4.1.1.03. Pajok Hiburan

4.1.1.03.01. Tontonan Film/Bioskop

4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana (Pertunjukan/Tontonan)

4.1.1.03.03. Kontes Kecantikan

4.1.1.03.04. Kontes Binaraga

4.1.1.03.05. Pameran

4.1.1.03.06. Diskotik

4.1.1.03.07. Karaoke

4.1.1.03.08. Kiub Malam

4.1.1.03.09. Sirkus/Akrobat/Sulap

4.1.1.03.10. Permainan Biliar

4.1.1.03.11. Permainan Golf

4.1.1.03.12. Permainan Bowling

4.1.1.03.13. Pacuan Kuda (Perlombaan Binatang)

4.1.1.03.14. Balap Kendaraan 8ermotor

4.1.1.03.45. Permainan Ketangkasan

4.1.1.03.16. Panti Pijat/Reileks:

4.1.1.03.17. Mandi Uap/Spa

4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran

4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga

4.1.1.03.20. Persewaan Kereta Wisata

4.1.1.03.21. Persewaan VCD/LCD

4.1.1.03.22. Video Game/Permainan Elektrenik

Hal 1 dari 10



Kode Uraian
1 2
4.1.1.03.23. Tempat Permainan Anak-anak
4.1.1.03.24. Tempat Permandian
4.1.1.03.25. Tempat Rekreasi
4.1.1.03.26. Tempat Pemancingan
4.1.1.03.27. Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga
4.1.1.03.28. Hiburan Lainnya
4.1.1.04, Pajak Reklame
4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4.1.1.04.02. Reklame Kain
4.1.1.04.03. Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.04.04. Reklame Selebaran
4.1.1.04.05. Reklame Berjaian Termasuk Reklame Kendaraan
4.1.1.04.06. Reklame Udara
4.1.1.04.07. Reklame Apung
4.1.1.04.08. Reklame Suara
4.1.1.04.09. Reklame Film/Slide
4.1.1.04.10. Reklame Peragaan
4.1.1.0411. Reklame Megatron
4.1.1.04.12. Reklame Papan Nama
4.1.1.04.13. Reklame Baliho
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN
4.1.1.06. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
4.1.1.06.01. Andesit
4.1.1.06.02. Bentonit
4.1.1.06.03. Gamping
4.1.1.06.04. Truss
4.1.1.06.05. Keolin
4.1.1.06.06. Pasir Urug
4.1.1.086.07. Pasir
4.1.1.0€.08. Tanah Urug
4.1.1.06.09. Tanah Liat
4.1.1.06.10. Kerikil
4.1.1.07. Pajak Parkir
4.1.1.07.01. Pajak Parkir
4.1.1.08. Pajak Air Tanah
4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah.
4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.10. f Per.dapatan Pajak BPHTB
4.1.1.10.01. Pajak BPHTB
4.1.1.10.02. -
4.1.1.11. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4.1.1.11.01. Pendapatan PBB Perdesaan
4.1.1.11.02. Pendapatan PBB Perkotaan
4.1.1.12. Pendapatan Piutang Pajak Daerah
4.1.1.12.01. Pendapatan Piutang Pajak Hotz!
4.1.1.12.02. Pendapatan Piutang Pajak Restoran / Rumah Makan
4.1.1.12.03. Pendapatan Piutang Pajak Hiburan

Hal 2 dari 10



Uraian

Kode
1 2

4.1.1.12.04. Pendapatan Piutang Pajak Reklame
4.1.1.12.05. Pendapatan Piutang Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.12.06. Pendapatan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
4.1.1.12.07. Pendapatan Piutang Pajak Parkir
4.1.1.12.08. Pendapatan piutang pajak air tanah
4.1.1.12.09. Pendapatan piutang pajak sarang burung walet
4.1.1.12.10. Pendapatan Piutang Pajak BPHTB
4.1.1.12.11. Pendapatan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
41.1.12.12. Pendapatan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan
4,1.2.01.01.01. Rekam Medis
4.1.2.01.01.02. Tindakan/Operasi
4.1.2.01.01.03. Rawat Jalan
4.1.2.01.01.04. Rawat Inap Umum/Ferawatan
4.1.2.01.01.05. Rawat Inap Kusta
4.1.2.01.01.06. Obat-obatan
4.1.2.01.01.07. PHB/Askes
4 1.2.01.01.08. Laboratorium
4.1.2.01.01.09. Radiologi/Rontgen
4.1,2.01.01.10. Ambulance
4.1.2.01.01.11. Diklat
4.1.2.01.01.12. Jasa Konsultasi Medik (Pelayanan Pemeriksaan Pentinjang Medis)
4,1.2.01.01.13. Kartu Rekam Medis
4.1.2.01.01.14. Sewa VK
4.1.2.01.01.15. Tindakan Khusus
4.1.2.01.01.16. Keur Uji Kesehatan
4.1.2.01.01.17. Oksigen/O2
4.1.2.01.01.18. Jasa Sarana
4.1.2.01.01.19. USG
4.1.2.01.01.20. CKG
4.1.2.01.01.21. Sewa Kamar Jenasah
4.1.2.01.01.22. Persalinan
4.1.2.01.01.23. Anestesi
4.1.2.01.01.24, Visite
4.1.2.01.01.25. Asuhan Keperawatan
4.1.2.01.01.26. Linen
4.1.2.01.01.27. Tindakan Penunjang Lainnya
4.1.2.01.01.28. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
4.1.2.01.01.29. ljin Laik Sehat
4.1.2.01.01.30, Pelayanan IGD
4.1.2.01.01.31. Pelayanan Visum et repertum
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.02.01. Retribusi Pelayanan Sampah Rumah Tangga
4.1.2.01.02.02. Retribusi Pelayanan Sampah Perusahaan
4.1.2.01.02.03. Retribusi Pelayanan Sampah Perkantoran
4.1.2.01.02.04. Retribusi Peiayanan Sampah Rum.ah Makan
4.1.2.01.02.05. Retribusi Pelayanan Sampah Pasar

Hal 3 dari 10




Uraian

Kode
1 2
4.1.2,01.03. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
4.1.2.01.03.01. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keiuarga
4.1.2.01.03.02. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
4.1.2.01.03.03. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN), Antar

4.1.2.01.03.04.
4.1.2.01.03.05.
4.1.2.01.03.06.
4.1.2.01.03.07.

4.1.2.01.04.

4.1.2.01.04.01.
4.1.2.01.04.02.

4.1.2.01.05.
4.1.2.01.07.
4.1.2.01.08.
4.1.2.01.09.
4.1.2.01.10.
41.2.01.11.
4.1.2.01.12.
4.1.2.01.13,
4.1.2.01.17.
4.1.2.01.18.
4.1.2.02.

4.1.2.02.01.

4.1.2.02.01.01.
41.2.02.01.02.
4.1.2.02.01.03.
4.1.2.02.01.04.
4.1.2.02.01.05.
4.1.2.02.01.06.
4.1.2.02.01.07.
4.1.2.02.01.08.
4.1.2.02.01.09.
4.1.2.02.01.10.
4.1.2.02.01.11.

4.1.2.02.02.
4.1.2.02.03.
4.1.2.02.04.
4.1.2.02.05.
4.1.2.02.06.
4.1.2.02.07.
4.1.2.02.08.
4.1.2.02.09.
4.1.2.02.10.

4.1.2.02.10.01.
4.1.2.02.10.02.
41.2.02.10.03.
4.1.2.02.10.04.
4.1.2.02.10.05.
4.1.2.02.10.08.

Kabupaten/Kota,Antar Propinsi
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
Jasa Pelayanan Catatan Sipil

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Retribusi Pelayanan Pemakaman

Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat

Retribusi Petayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pasar Jetis

Retribusi Pelayanan Pasar Hewan

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Sewa Tanah & Bangunan (al: sewa kios)
Peraiatan Konstruksi dan Pembangunan (al: Sewa Alat-alat Berat)
Retribusi Mobil Derek

Sewa Lapangan Olah Raga

Sewa Gedung, Aula, Ruangan dan Asrama

Sewa Laboratorium (al: Laboratorium Pemeriksaan Air Susu)
Sewa Lahan (Tanah, Tambak & Sejenisnya)
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan
Retribusi Timbangan Ternak

Retribusi Jasa Usaha Suara Serasi

Retribusi Jasa Laboratorium Bangunan Sipil
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Gedong Songo

Pemandian Muncul

Bukit Cinta Brawijaya

Musium Palagan

Musium Kereta Api

Wana Wisata Penggaron

Hal 4 dari 10



Kode Uraian
4 2
4.1.2.02.10.07. Wana Wisata Air Terjun Semirang
4.1.2.02.10.08. Wana Wisata Umbul Songo
4.1.2.02.10.09. Langen Tirto Muncul
4.1.2.02.11. Retribusi Penyeberangan di Air
4,1.2.02.12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.02.14. Retribusi Jasa Usaha Perjualan Pioduk Bibit
4.1.2.02.15. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produk. Benih lkan
4.1.2.02.16. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Obyek Wisata The Fountain
Water Park '
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendrikan Bangunan
4.1.2.03.02. Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.05. Retribusi Iz:n Usaha Perikanan
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
. Daerah/BUMD
4.1.3.01.01. Perusahaan Daerah......................
4.1.3.01,02. Badan Usaha Milik Daerah
4.1.3.01.02.01. Apotik Sidowaras |, !l
4.1.3.01.02.02. PDAM
4.1.3.01.02.03. Laba Usaha/Deviden BPR BKK/BKK
4,1.3.01.02.04, Laba Usaha/Deviden BKK
4.1.3.01.02.05. Laba Usaha/Deviden BKPD (Baden Kredit Produksi Desa)
4.1.3.01.02.06. Laba Usaha/Deviden Rank Jateng
4.1.3.02. Bagian Laba atas Ponyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN

4.1.3.02.01. BUMN _........
4.1.3.03. Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4.1.3.03.01. Perusahaan .. ..., ..
4.1.3.99... 00
4.14. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.01.01. Pelepasan Hak Atas Tanah
4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
4.1.4.01.03. Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai
4.1.4.01.04. Penjualan Rumah Jahatan/Rumah Dinas
4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
4.1.4.01.07. Penjualan Drum Bekas
4.1.4.01.08. Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4.1.4.01.09. Penjualan Lampu Hias Bekas
4.1.4.01.10. Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
4.1.4.01.11. Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4.1.4.01.12. Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi
4.1.4.01.13. Penjualan hasil pertanian
4.1.4.01.14. Penjualan hasil kehutanan
4.1.4.01.15. Penjualan hasil perkebunan

Hal 5 dari 10




Kode Uraian
1 T2

4.1.4.01.16. Penjualan hasil peternakan
41.4.01.17. Penjualan hasil perikanan
4.1.4.01.18. Penjualan hasil sitaar,
4.1.4.02, Penerimaan Jasa Giro
4.1.4,02.01. Jasa Giro Kas Daerah
4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas
4.1.4.02.03. Jasa Giro Dana Cadangan
4.1.4.03. Pendapatan Bunga deposito
4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada Bank Jateng
4.1.4.03.02. Rekening Deposito pada BKK
4.1.4.03.03. Rekening Depusito pada BNI
4.1.4.03.04. Rekening Deposito pada Bank Syariah Mandiri
4.1.4.03.05. Rekening Deposito pada Bank Muamalat
4.1.4.03.06. Rekening Deposito Dana Cadangan
4.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.1.4.04.01. Kerugian Uang
4.1.4.04.02. Kerugian Barang
4.1.4.05. Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.05.01. Penerimaan Komisi dari Penernpatan Kas Daerah
4.1.4.05.02. Penerimaan Potongan dari ...
4.1.4.05.03. Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari .....
4.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.06.01. Bidang Pendidikan
4.1.4.06.02. Bidang Kesehatan
4.1.4.06.03. Bidang Pekerjaan Umum
4.1.4.06.04. Bidang Perumahan Rakyat
4.1.4.06.05. Bidang Penataan Ruang
4.1.4.06.06. Bidang Perencanaan Pembangunan
4.1.4.06.07. Bidang Perhubungan
4.1.4.06.08. Bidang Lingkungan Hidup
4.1.4.06.09. Bidang Pertanahan
4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 1)
4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Restorari
4.1.4.07.03. Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4.1.4.07.04. Pendapatan Denda Pajak Reklame'
4.1.4.07.05. Pendapatan Denda Pajak Penerangar Jalan
4.1.4.07.06. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan
4.1.4.07.07. Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.1.4.07.08. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4.1.4.07.08. Pendapatan Denda Fajak Sarang Burung Walet
4.1.4.07.10. Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
4.1.4.07.11. Pendapatan Denda Pajak BPHTB
4.1.4.07.12. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 1)
4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4.1.4.08.02. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4.1.4.08.03. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.4.09. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Hal & dari 10



Kode Uraian
1 2
4.1.4.09.01. Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.09.02. Hasil Eksekusi .JJaminan atas Pembongkaran Reklame
4.1.4.09.03. Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP tAusiman
4.1.4.10. Pendapatan dari Peng~mbalian
4.1.4.10.01. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.4.10.02. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi
Kesehatan
4.1.4.10.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.1.4.10.04. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.4.10.05. Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4.1.4.11.01. Fasilitas Sosial
4.1.411.02. Fasilitas Umum
4.1.4.12. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4.1.4.12.01. Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4.1.4.12.02. Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan
4.1.412.03. Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas
4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah
4.1.413.01. Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
41.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4.1.4.14. Pendapatan Lain-lain
4.1.4.14.01. Lelang Bengkok
4.1.414.02. Laba Revolving Dinas Pertanian
4.1.4.14.03. Laba Revolving Dinas Peternakan
4.1.4.14.04. Penerimaan Lainnya
4.1.4.14.05. Penerimaan ISP
4.1.4.14.06. Penerimaan Dinkes (Dana Jamkesmas, dli)
4.1.4.14.07. Penerimaan Royalti Air Bersih
4.1.4.14.13. Denda Pengembalian Peminjaman Buku
4.1.415. Pendapatan BLUD
4.1.4.1£.01. Pendapatan BLUD RSUD
4.1.4.16. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4.1.4.16.01. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Keiompok Masyarakat Penerima
41.417. Pengembalian UUDF
4.1.4.17.01. Pengembalian UUDP
4.1.4.18, Rekening Listrik Pasar
4.1.4.18.01. Rekening l.istrik Pasar
4.1.4.19. Sewa Mesin Listrik
4.1.4.19.01. Sewa Mesin Listrik
4.1.4.20. Penggunaan Mobil Jenazah
4.1.4.20.01. Penggunaan Maobil Jenazah
4.1.4.21. Sewa Hotel
4.1.4.21.01. Sewa Hotel Novotel
41.4.22. Bunga Dana Cadangan
4.1.4.22.01. Bunga Dana Cadangan Pemilu Kepala Daerah
4.2 Dana Perimbangan
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasii Bukan Pajak
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak . j
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.1.01.02. Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Hat 7 dari 10
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Kode Uraian
1 2
4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Prioadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Pajak Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01. Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari luran Tetap (I and-rent)
42.1.02.05 Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.02.C9. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi (Gas Alam)
4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
421.02.11. Penerimaan dari Sektor Pertambangan Umum
4.2.2. Dana Alokasi Umum
4.22.01. Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum
4.2.3. Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
4.2.3.01.02. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan _
42.3.01.03. Dana Alokasi Khusus Bidang Pekerjaan Umum
4.2.3.01.04. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan
4.2.3.01.05. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
4.2.3.01.06. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
4.2.3.01.07. Dana Alokasi Khusus Bidang Kependudukan
4.2.3.01.08. Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan
4.2.3.01.09. Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi
4.2.3.01.10. Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
4.2.3.01.11. Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
4.2.3.01.12. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
423.01.13 Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan
4.2.301.14 Dana Aiokasi Khusus Bidang Perdagangan
4.2.3.01.15. Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi
4.2.3.01.16. Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4.2.3.01.17, Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintah Daerah
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.1. Pendapatan Hibah
4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.01.01. Pemerintah
4.3.1.02. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya
4.3.1.02.01. Pemerintah Daerah
4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembagal/Organisasi Swasta Dalam
Negeri
4.3.1.03.01. Badan/lembagal/organisasi swasta ..........
4.3.1.04, Pendapatan Hibah / Sumbangan dari Kelompok
Masyarakat/Perorangan
4.3.1.04.01. Kelompok masyarakat/perorangan ........
4.3.1.05. Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
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Kode Uraian
1 2

4.3.1.05.01. Pendapatan Hibah dari Bilateral

4.3.1.05.02. Pendapatan Hibah dari Multilateral

4.3.1.05.03. Pendapatan Hibah dari Donor lainnya

43.2. Dana Darurat

4.3.2.01. Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam

4.3.2.01.01. Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam

4.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

4.3.3.01.02. Bagi Hasil dari Pajak Kencaraan Diatas Air

4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4.3.3.01.04. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air

4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan germotecr

4.3.3.01.06. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah

4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Tera

4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Kelebihan Muatan

4.3.3.01.10. Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga

4.3.3.02. Dana Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak dari Provinsi 3)

4.3.3.02.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi '

4.3.3.02.02. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi

43303 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3}

4.3.3.03.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .............

4.3.3.04. Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)

4.3.3.04.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota .............

4.34. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4.3.4.01. Dana Penyesuaian

4.3.401.01. Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan

4.3.4.01.02. Dana Penyesuaian Tunjangan Kesehatan

4.3.4.01.03. Dana BOS

4.3.4.02. Dana Otonomi Khusus

4.3.4.02.01. Dana Otonomi Khusus ................

4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

4.3.5.01. Bantuan Keuangan dari Provinsi

4.3.5.01.01. Bantuan Keuangan dari Provinsi

4.3.5.02. Bantuan Keuangan dari Kabupaten

4.3.5.02.01. Bantuan Keuangan dari Kabupaten... .......

4.3.5.03. Bantuan Keuangan dari Kota

4.3.5.03.01. Bantuan Keuanygan dari Kota ... .....

4.3.6. Dana Penguatan Desentralicasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan
Daerah dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur

4.3,6.01. Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal Dan Percepatan Pembangunan

4.3.6.01.01. Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal Dan Percepatan Pembangunan
Daerah bidang Kesehatan Dst....

4.3.6.02. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan Dana Penguatan
Infrastruktur dan Presarana Daerah

4.3.6.02.01. Dana Percepatan Pembangunan Irifrastruktur Pendidikan (DPPIP)

4.3.6.02.02. Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)

4.3.7. Pendapatan Sumbangan Dari Pihak Ketiga

4.3.7.01. Pendapatan Sumbangan Dari Pihak Ketiga

Hal 9 dari 10



Kode

Uraian

4.3.7.01.01.
. 4.3.7.01.02
' 4338,
" 43.8.01,
4.3.8.01.01.
4.3.8.01.02.

Sumbangan Dari Orang/Pribadi

Pendapatan Dana Intensif Daerah
Pendapatan Dana Intensif Daerah
Dana Intensif Daerah

Hal 10 dari 10



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR - TAHUN 2012

TENTANG

KODE REKENING PERENCANAAN DAN -
PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG

_ TAHUN ANGGARAN 2013
3 KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI
KODE : _ URAIAN

01 Pelayanan umum

02 |Pettahanan)
_0_3 Ket_erti_l_)a_n dan ketent_r_gman )

s [Shenem
05 Lingkungan hidup

: 06 Perumahan dan fasi!i;é# umum

_07 Kesehatan -
08 |Pariwisata dan budaya

09 |Agama’) - s
10 Pendidikan I RS

. | 11 [Perlindungan sosial

' Keterangan :

*) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah.




LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 109 TAHUN 2012

TENTANG

KODE REKENING PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013

* KODE DAN KLASIFIKASI BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSI UNTUK

KESELARASAN DAN KETERPADUAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KODE URAIAN
01 Pelayanan umum
01 1 06 |Perencanaan Pembangunan
o1 1' 20 Otonomi Daerah, P.emerintahan Urn_um. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian

01 1 23 |Statistik
01 1 24 |Kearsipan
01 1 25 |Komunikasi dan Informatika
02 Pertahanan *)

’ 03 Ketertiban dan Ketentraman

. 03 1 19 |Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
04 Ekonomi

E 04 | 1 | 07 |Perhubungan
04 1 14 |Ketenagakerjaan
04 i 15 |Koperasi dan Usaha Keci: Menengah
04 1 16 |Penanaman Modal
04 1 21 |[Ketahanan Pangan
04 1 22 |Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
04 2 01 |Pertanian
04 2 02 [Kenutanan
04 2 03 |Energi dan Sumber Daya Mineral
04 2 05 |Kelautan dan Perikanan
04 2 06 |Perdagangan
04 2 07 |industri
04 2 08 |Ketransmigrasian
05 Lingkungan Hidup

s 05 1 05 |Penataan Ruang

' 05 1 08 |Lingkungan Hidup

E 05 | 1 | 09 |Fertanahan
06 Perumahan dan fasilitasi umum
06 1 03 {Pekerjaan Umum
06 1 04 |[Perumahan




KODE URAIAN
07 Kesehatan
7 | 1 02 |Kesehatan
07 | 1 12 |Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
08 Pariwisata dan budaya
08 | 1 17 |Kebudayaan
08 2 04 |Pariwisata
09 Agama *)
10 Pendidikan
10 1 01 |Pendidikan
10 1 18 |Kepemudaan dan Olah Raga
10 1 26 |Perpustakaan
1" Perlindungan sosial
1 1 10 |Kependudukan dan Catatan Sipil
11 1 11 |Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 1 13 |Sosial
Keterangan :

*) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemefintah.




.

Urusan: -NONURUSAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR  : 109 TAHUN 2012
TENTANG

KODE  REKENING PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
MENURUT URUSAN FEMERINTAHAN DAERAH

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
1 - 2
04. Program Pel;yanan J-\d;;l}strasi Perkantoran
01.01. Pengelolaan surat menyurat
01.02. Penyedican jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
01.03. Feayediaan Dan Perbakan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor
01.04. 2nyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
01.05. Penyediaan jasa jaminan barang inilik daerah
01.06. Penyediaan Logistik kantor
01.07. Penatausahaan admisustrasi keuangan SKPD
01.08. Penyediaan jasa kebersiban kanlor .
01.09. Rapat - Rapat Knordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.01. Pembangunan rumah jabatan
02.02. Pembangunan rumah dinas
02.03. Pembangunan geoung kantor
02.04, Pengadaan mobil jabatan
02.05. Pengadaan kencaraan dinas/operational
02.06. Pengadaan perlengkapan dan peralaian rumah jabatan/dinas
02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
02.08. Pengadaan Pzralatan dan Perlengkapan Keamanan
02.09. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas
02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedurg kantor
02.11. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
02.13. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas
02.14. Pemeliharaan rutinfberkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
02.15. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabaian/dinas
02.16. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02.17. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
02.18. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan ditias/operasional
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.01. Pengadaan mesin/kartu absensi
03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan
03.04. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian
04. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Hal 1 dan 55




e

04.01.
04.02.
04.03.
05.

07.

08.

0s.

09.21.
09.22.
09.23.
09.24.
09.25.
09.26.

05.01.
05.02.
05.03.

06.01.

07.01.
07.02.

08.01.
08.02.
08.03.
08.04.

09.01.
09.02.
09,03,
09.04.
09.05.
09.06.
09.07.
09.08.
09.09.
02.10.
09.11.
09.12.
09.13.
09.14.
08.15.
09.16.
09.17.
09.18.
09.19.
09.20.

Pemulangan pegawai yang pensiur

Pemulangan pegawal yang tewas dalam melaksanakan tugas
Pemindahan tugas PNS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan
Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Program Perencaraar

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Penyusunan Daftar Analisa £ atuan Pekerjaan Sipil'Umum Semesteran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Ymum
Pemeliharaan Rutin/Berkaia Gedung Pasar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum

Pembangunan Sarana dan prasarana Pasar
Penyelenggaraan Unit Pelayanan Pengadaan

Program Pendukung Pelayanan UPT Dinas Kesehatan
Penyediaan Pendukung pelayanan Puskesmas Getasan
Peayediaan pendukung Pelayanan Puskesmas Jetak
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tengaran
Peayediaan Pendukung Peiayanan Puskesmas Susukan
Penyediaan pendukung Pelayanar Puskesmas Kaliwungu
Penyediaan Pendukuna Pelayanan Puskesmas Suruh
Penyediaan pendukung Pelayanan Puskesmas Dadapayam
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pabelan
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Semowo
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas T;mtmg
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Gedangan
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Banyubiru
Penyediaan pendukung Pelayanan Puskesmas Jambu

Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Sumowono

Fenyediaan Pendukung Felayanan Puskesmas Ainbarawa
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Duren
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Jimbaran
Penyediaan Pendikung Pelayanan Puskesmas Bawen
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesm.as Bringin
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Bancak
Penyediaar, pendu'kung Pelayanan Puskesmas Bergas
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pringapus
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ungaran
Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Lerep
Penyediaan Pandukung Pelayanan Puskesmas Leyangan

Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kalongan

Hal 2 dari 55




08.27.

Penyediaar Pendukung Pelayanan Labkesda

Urusan : 1.01. - PENDIDIKAN

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
1 a B | 2
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
15.01. Pembangunan gedung sekolah
15.02, Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
15.03. Penambahan ruang kelas sekolah
15.04. Penambahan ruang guru sekolah
15.05. Pembangunan ruang locker siswa
15.06. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
15.07. Pembargunan sarana dan prasarana bermain
15.08. Pembangunan ruang setba gunalaula
15.09. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
15.10. Pembangunian 1uang unil kesehatan sekolah
15.11. Pembangunan ruang ibadah
15.12. Pembangunan perpusalakaan sekolah
15.13. Pembangunan janngan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
15.14. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
15.15. Pengadaan buku-buku dan alat wilis siswa
15.16. Pengadaan pakaian seragam sekolah
15.17. Pengadaan pakaian olahraga
15.18. Pengadaan alat prak'ik ¢:an peraga siswa
15.19, Per.gadaan mebeleur sekolah
15.20. Pengadaan perlengkapan sekolah
15.21. Pengadaaan alat iumah tangga sekolah
15.22. Pengadaaan sarana mobilitas sekolah
15.23. Pemeliharaar, rutin/berkala banqunan sekolah
15.24. Pemeliharaan rutin/berkata rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
15.25. Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
15.26. Peineliharaan rutin/berkala ruang uru sekolah
15.27. Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
15.28. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
15.29. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
15.30. Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba gunalaula
15.31. Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upzcara dan fasilitas parkir
15.32. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
15,33 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
15.34, Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
15.35. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
15.36. Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
15.37. Pemeliharaan rutiniberka'a alat peraktik dan peraga siswa

Hal 3 dari 55




15.38.
15.39.

15.40.
15.41.
15.42.
15.43.
15.44,
1545
1546,
15.47.
15.48.
1540
1550
1551,
1552
15.53.
15.54.
15,55,
15.56.
1557,
15.56.
15.59.
15.60.
15.61.
1562,
1563,
15.64.
15.65.
15.66.

16.

16.01.
16.02.
16.00.
16.04.
16.05.
16.06.
16.07.

16.08.

16.09.
16.10.

16.11.
16.12.
16.13.
16..1‘4.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah

Pemeliaraan rutin/berkina alat rumah tangga sekolah

Pemeiiharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Rehabilitasi sedang/ber:t rumah dinas kepaia sekolah, guru, penjaga sekolah
Rehabilitasi sedarigfberat asrama siswa

Rehabilitasi sedang/berat 1uang kelas sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa

Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga

Rehabilitasi sedang/beral sarana bermain

Rehabilitasi sedang/beral ruang serba guna/aula

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Rehabilitasi sedang/berat ruzng unit keschatan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadan

Rehabilitasi sedang/beral perpustakaan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
Rehabilitas’ sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

Pelatihan kompetensi lenaga pendidik

Pengembangan pendidikan anak usia dini

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini
Penyusunan kehijakan pendidikan anak usia dini

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
Penyelenggaraan koortinasi dan herjasama pendidikan anak usia dini
Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan gedung sekolah

Pembangunan mmah dinas kepala sekolah, quru, penjaga sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah

Penambahan ruang guru sakolah

Pembangunan ruang locker siswa

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan sarana dan prasarana bermain

Pemhanaunan ruang serba quralaula

Pembangunan taman, Iapangan upacara dan fasilitas parkir
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

Pembangunan ruang ibadah

Pambangunan perpustakaan sekoiah

Pembargunan jaringan instalasi listrik sekalah dan perlengkapannya

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
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16.15.
16.16.
16.17.
16.18.
16.19.
16.20.
16.21.

16.22.
16.23.
16.24.
16.25.
16.26.
16.27.
16,28.
16.29.
16.30.
16.31.
16.32.
16.33.
16.34.
16.35.
16.36.
16.37.
16.38.
16.39.
16.40.
16.41.
16.42,
16.43.
16.44.
16.45.
16.46.

10.47.

16.48.
16.49.
16.50.
16.51.

16.52.
16.53.
16.54.
16.55.
16.56.
16.57.
16.58.

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa
Pengadaan pakaian se«agam sekolah
Pengadaan pakaian olahraga
Pengadaan alat praktik dan j eraga siswa
Pengadaan mebeleur sekolah
Pengadaan perlengkapan sekolah
Pengadaan alat rumah tangga sekolat:
Pengadaan sarana mobilitas sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Pemeliharaan rutinfber«ala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa

Pemeliliaraan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Pameliharaan nitin/berkala ruang serba guna/aula

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fas_ilitas parkir
Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah

Pemelinaraan rutin/berkala ruang ibadah

Semeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah.

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

Pemeliharaan rutin/berkata alat peraktik dan peraga siswa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah

Pemeliharaan rutin/herkala perlengkapan sekolah

Pemeliharaan rutir/berkaia alat rumah tangga sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa

Rehabilitasi sedang/berat rtiang kelas sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru cekolah

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah

Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa

Rehabilitasi scdang/berat sarana olahraga

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

Rehabilitasi sedang/beral taman, fapangan upacara dan fasilitas parkir
Rehabilitast sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah

Rehabilitasi sedang/beral ruang ibadah

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaar. sekolah

Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
Rehabilitasi sedang’berat sarana air bersih dan sanitary

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Pelatihan kompetensi siswa U erprestasi
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16.59.
16.60.
16.61.
16.62.

16.63.

16.64.

16.65.

16.86.
16.67.
16.68.
16.69.

16.70.
16.71,
16.72.

16.73.
16.74.
16.75.
16.76.
16.77.
16.78.
16.79.
16.80.
16.81.

17.

17.01.
17.02.

17.03.
17.04,
17.05.

17.06.
17.07.
17.08.
17.09.
17.10.
17.11.
17.12.
1713,
17.14.
17.15.
17.16.
1717,
17.18.

Pelatihan penyusunan kurikulum

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
Pembinaan SMP terbuka

Penambahan ruang kelas baru SMPIMTS/SMPLB

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MU/SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren Salatiyah dan satuan pendidikan Non-islam setara SD dan SMP

Penyediaan Biaya operasional madrasah

Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMPIMTS
Penyelenggaraan paket A setara SD

Penyelenggaraan paket I3 setara SMP

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen
berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

Pengembangan comprehensive teaching and leaming (CTL)

Pengembangan maleri belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
Penyediaan beasiswa transisi

Penyelenggaraan akreditasi sekolah Gasar
Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
Penyediaan Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu
Penyediaan Bea Siswa bagi siswa berprestasi
Fembangunan laboratenum dan ruang nraktikum sekolah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pendidikan Menengah

Pembangunan gedung sekolah

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, quru, penjaga sekolah
Penambahan ruarg k=las sekolah

Penambahan ruang guru sekolah

Pembanguran lahoralonum dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA,
IPS dan lain-lain)
Pembangunan ruang locker siswa

Pembangunan sarana dan prasarana ofahraga
Pembangunan ruang seba guna‘aula

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasililas parkir
Pembanguran ruang unit kesehatan sekolsh
Pembangunan ruang ibadah

Pembangunan p2rpustakaan sekolah

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Pembangunan sarana air beisih dan sanitary

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Pengadaan pakaian seragam sekolah

Pengadaan pakaian olahraga

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

=2
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17.19.
17.20.
172
17.22.
17.23.
17.24.
17.25.
17.26.
17.27.
17.28.
17.29.
17.30.
17.31.
17.32.
17.33.
17.34,
17.35.
17.36.
17.31.
17.38.
17.30.
17.40.
17.41.
17.42.
17.43.
17.44.
17.45.
17 46.
17.47.
17.48.
17.49.
17.50.
17.91.
17.52.
17.53.
17.54.
17.55.
17.56.
17.57.
17.58.
17.59.
17.60.

17.61.
17.62.

Pengadaan mebeluer sekolah

Pengadaan perlengkapan sekolah

Pengadaan alal rumah langga sekolah

Pengadaan sarana mobilitas sekolah

Pemeliharaan rutinberkala bangunan sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Pemeliharaan nutin/berkala ruang kelas sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala ruang guni sekolah

Pemeliharaan rutin/berkaia ruang locker siswa

Pemeliharaan rutin/berkaa sarana dan prasarana olahraga
Pemelihar2an rutin/berkala ruanyg serba gunalaula

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah

Pemeliharaun rutin/beikala perpustakaan sekolah

Pemeliharaan nitin/berkala jaringan instalasi fistrik sekolah dan perlengkapannya
Pemeliharaan rutin/berkala sarana ai. bersih dan sanitary
Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah

Pemeliharaan rutin/berkaia alat rumah tangga sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Rehabilitasi sedana/berat ruang guru sekolah

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
Rehabilitasi sedang/Leral ruang locker siswa

Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga

Rehatilitasi sedang/berat ruang scrba guna/aula

Rehabilitasi sedang/beral taman, lapangan upacara Jan fasilitas parkir
Rehabilitasi sedang/barat ruang unit kesehatan sekolah

Rehabilitasi sedang/beral ruang ibadah

Rehabilitasi sedang/berat parpustakaan szkolah

Rehabilitasi sedarg/berat jaringan instalasi listrik dan periengkapannya
Rehabilitasi sedang/beirat sarana air bersih dan sanitary

Rehabilitasi sedang/beri t sarana mobilitas sekolah

Pelatihan kompelensi lenaga pendidik

Pelatihan penyusunan kunxulum

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan .'

Pengembangan alternalif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan,
terpencil dan kepulauan

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

Penyed'aan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
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17.63.
17.64.

17.65.
17.66.
17.61.
1768,
17.69.
17.70.
17.71.
18.

18.01.
18.02.
18.03.
18.04.
18.05.
18.06.
18.07.
18.08.
18.08.
18.10.
18.11.
18.12.
18.13.

19.

19.01.
19.02.
19.03.
19.04.
19.05.

19.06.
19.07.

19.08.
19.09.
19.10.
19.11.
19.12.
19.13.
19.14.
19.15.
19.16.
19.17.
19.18.
19.19.

Penyelenggaraan pakz! C setara SMU

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen
berbasis sekolah {MBS)
Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Penyelenggaraan akreditasi sekolah men2ngah

Pembinaan minat, bakal, kreatifitas dan kompetensi siswa
Pengembangan pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah
Monituring, evaluasi dan pelaporan

Program Pendidikan Non Formal

Pemberdayaan tenaga pendidik rion formal

Pemberian bantuzn operisional pendidikan non formal

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Pengembangan pandidikan kecakapan hidup

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Pengembangan kurikuluin, bahan ajar dan mode! pembelajaran pendidikan non formal
Pengembangan sertifikas: pendidikan non formal

Perencanaan dan penyusunan pendidikan nen formal

Publikasi dan scsialisasi pendidikan non formal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pendidikan Luar Biasa

Pembangunan gedung sekoiah

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, gury, penjaga sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah

Penambahan ruang guru sekofah

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, kemputer, IPA,
IPS dan lain-lain)
Pembangunan ruang locker siswa

Pembangunan sarana prasaran olahraga

Pembangunan ruang serba gunalaula

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolat,

Pembangunan ruang ibadah

Pembangunan perpustakaan sekolah

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan peﬂengkabannya
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa )
Pengadaan pakaian seragan sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga
Pengadaaan alat prakiix dan neraga siswa

Pengadaan mebeluer sekolah

Pengadaan perlengkapan sekolah
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19.20.
19.21.
19.22.

19.23.
19.24.
19.25.
19.26.
19.27.
19,28,
19.29.
19.30.
19.31.
19.32.
19.33.
19.34,
19.35.
19.36.
19.37.
19.38.
19.39.
19.40.
19.41.
19.42.
19.43,
19.44,
1945,
19.46.
19.47.
19.48.
19.49.
19.50.
1951,
19.52
19.53.
19.54,
10.55,

19.56.

19.57.
19.58.
19.59.

20.

20.01.
2002.
20.03.

Pengadaan alat rumah tangga sekolah

Pengadaan sarana mobilitas sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sckolah

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Pemeliharaan rutin/berka:a ruang kelas sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru ekolahi

Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa

Pemeliharaan rutinfberkala sarana dan prasarana olahraga
Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba gunalaula

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah

Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
Pemealiharaan rutinfberkala buku-buku ajar

Pemeliharaan rutin/berkaila alat peraktik dan peraga siswa
Pemeliharaan rutin/berkala inebeluer sekolah

Pemeliharaan rutin/berk:ia perlengkapan sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangca sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah

Rehabilitasi sedang/berat bangurian rekolah

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala seknlah, guru, penjaga sekolah
Renabilitasi sedang/berat asrama siswa

Renabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa

Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga

Rehabilitasi sedang/berat ruang cerba guna/aula

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan facilitas parkir
Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat niang ihadah

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

Pefatihan kompetensi tenaga pendidik

Pelatihan penyusunan kunkulum

Pembinaan forum masyarakal peduii pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Hal 9 dari 55




20.04. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

20.05. Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)

20.06. Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)

20.07. Pendidikan fanjutan bagt pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

20.08. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan

20.09. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

20.10. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

20.11. Pengenibaigan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga
kependidikan

2012, . Monitoring, evaluasi dan nelaporan

21. Program..........

22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

22.01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

2202, Pelaksanaan kerjasama secara kelemoagaan di bidang pendidikan

22.03. Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efeklifitas penggunaan dana
dekonsentrasi dan dana pembantuan

22.04. Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

22.05. Pembinaan dewan pendidikai

22.06. Pembinaan komite sekolah

22.07. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

22.08. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu
pendidikan

22,09 Penyediaan Jasa pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS

22.10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

23, Program dst..........

Urusan : 1.02. - KESEHATAN

KODE i PROGRAM DAN KEGIATAN

1 T 2
15 Program Obat dan Per-bekalan Kesehatan
15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
15.02. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
15.03. P?:l:'pgkatan keterjangkauan harga ohat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk

miskin

15.04. Peningkatan mutu pelayanan farmasi Yomunitas dan rumah sakit
15.05. Peningkatan mulu penggunaan obat dan perbekalan kesehztan
15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16.01. Pelayanan kesehatan penduduk miskin i puskesmas dan jaringannya
16.02. Pemeliharaan dan pemulihar. kesehatan
16.03. Pengadaan, peningkatin dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
16.04. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
16.05. Perbaikan gizi mayarakal
16.06. Revitalisasi sistem kesehatan
16.07. Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
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16.08.
16.09.
16.10.
16.11.

16.12.
16.13.
16.14.
16.15.
16.16.
16.17.
16.18.
16.19.
16.20.
16.21.
16.22.
16.23.
16.24.
16.25.
16.26.
16.27.
16.28.
16.29.

17.

17.01.
17.02.
17.03.
17.04.
17.05.

18,

18.01.
18.02.
18.03.
16.04,

18.05.
18.06.
19.

19.01.
19.02.
19.03.
19.04.
19.05.
20.

20.01.
20.02.

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
Peningkatan kesehatan masyarakat

Pelayanan Penunjang L aboratorium

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Penyediaan biaya oper asional dan pemeliharaan

Penyelcnggaraan penyehatan fingkungan

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien ICU

Pemeliharaan dan pemulinan kesehatan pasien IBS

Pemeliharaan dan pemuthan kesehatan pasien IGD

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien One Day Care
Pemeliharaan dan penlihan kesehatan pasien Rawat Inap dan Perinatologi
pemeliharaan dan penuilihan keszhatan pasien Rawat Jalan

Pelayanan Penunjang Radiologi -

Pelayanar Kesehatan PPasien Jamkesmas / Jamkesda

Pelayanan Kesehatan 'asien Asuransi Kesehatan

Pelayanan Pemulasaraan jenazah tidak dikenal

Pengembangan pelayanar: dan informasi medis

Pengembangan pelayanan dan informasi keperawatan

Upaya pemenuhan Jasa Obat Askes

Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Program Pengawaszn Obat dan Makanan

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Peningkalan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Peningkalan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengeinbangan Obat Asli Indonesia

Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi !a}uaman obat
Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia
Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri
Pengembangan sister dan layanan Informasl terpadu

Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Penyuluhar masyarakat pola hidup sehat

Peningkatan pemanfaalan sarana kesehatan

Peningkatan pendicikan tenaga penyuluh kesehatan

Monitoring, evaluasi Jan pelaporan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyusunan peta informasi masyarakal kurang gizi

Pemberian tamtahan makanan dan vitamin

Hal 11 dari 55




20.03.

20.04.
20.05.

20.06.

21.

21.01.
21.02.
21.03.
21.04.

22,

22.01.
22.02.
22.03.
22.04.
22.05.
22.06.
22.07.
22.08.
22.09.
22.10.
2211,

23.

23.01.
23.02.
23.03.
23.04.
23.05.
23.06.
23.07.
23.08.

24,

24.01.
24.02.

24.03.

24.04.
24.05.
24,06.
24,07,
24.08.
24.09.
24.10.
25,

25,01,

Penanggulanyan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Peningkatan gizi 'ebih

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Scsialisast kebijakan 'ingkungan sehat

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahar fogging

Pengadaan vaksin penyakil menular ;

Pelayanan vaksinasi hagi balita dan anak sekolah

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pemusnahan/karantina sumber penyebab penvakit menular
Peningkatan Imunisasi

Peningk'atan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penyusunan standar kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan -
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
Penyusunan standar analisis belania pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan
Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan operasi katarak

Pelayanan kesehatan THT

Pelayanan operasi bibir sumbing

Pelayanan sunatan masal

Penanggulangan ISPA

Penanggulangan penyakit cacingan

Pelayanan kesehatan kulit d. n kelamin

Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar

Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu

Menitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dzn jaringannya
Pembangunan puskesmas
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26.02.
25.03.
25.04.

25.05.
25.06.
25.07.
25.08.
25.09.
25.10.
25.11.
25.12.
25.13.
25.14.
25.15.
25.16.
25.17.
25.18.
25.19.
25.20.
25.21.
25.22.
25.23.

26.

26.01.
26.02.
26.03.
26.04.
26.05.
26.06.
26.07.
26.08.
26.09.
20.10,
26.11.
26.12.
26.13.

26.14,

26.15.
26.16.
26.17.

26.18.
26.19.
26.20.
26.21.

Pembangunan puskesmas pembantu
Pengadaaan puskesmas perairan
Pengadaaan puskesmas keilling

Pembangunan posyandu

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesras perairan

Pengadaan sarana dan pras-rana puskesmas keliling

Pengadaaan sarana dan prasarana posyandu

Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesma;
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu
Pemeliharaan rutin/bersala saranan dan prasarana puskesmas perairan
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas keliling
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana posyandu
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

Meninghatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan

Monitoring, evaluasi dar. pelaporan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwalrumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Pembangunan rumah sakit

Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
Pembangunan gudang obat/apotik

Penambahan ruang rapat inap rumah sakii (VIP, VIP, Kelas I, II, Ill)
Pengemibangan nuang gawat darurat

Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU
Pengembangan ruang operasi

Pengambangan ruang terapi

Pengembangan ruang isolas

Pengembangan ruang bersalin

Pengembangan ruang inkubator

Pengenibangan ruang bayi

Pengembangan ruang rontgen

Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
Pembangunan kamar jenazah

Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Rehabilitas: bangunan rumah sakit

Pengadaan alat-alat rumah sakit

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Pengadaan ambulance/maobil jenazah

Pengadaan mebeleur rumah sakit
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26.22.

26.23.
26.24.
26.25.

26.26.

27.

27.01.
27.02,
27.03.
27.04,
27.05.
27.06.
27.07.
27.08.
27.09.
27.10.
27111,
27.12.
27.13.
27.14,
27.15.
27.16.
27117
27.18.
27.19.
27.20.
27.21.

28.

28.01.
28.02.
28.03.

28.04.

28.05.
28.06.

28.07.
28,08

29.01.
29.02.
29.03.
29.04.
29.05.
29.06.

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu
dan lain-lain)
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
Pengembangan tipe mumah sakit

Monitoring. evaluasi dan pelaporan

Program pemeliharaan saiana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwalrumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
Pemeliharaar. rutin/betkala rumah sakit

Pemeliharaan rutinfbedkala ruang poliklinik rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala gudarg obat/apotik

Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas 1,11,11)
Pemeliharaan rutin/betkala ruang gawat darural
Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU
Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi

Pemeliharaan rutin/berkala ruang lerapi

Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi

Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin

Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator

Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi

Pemefiharaan rutin/berkaia ruang rontgen

Pemeliharaan rutin/berkaia ruang laboratorium rumah sakit
Pemeliharaan rutin/terkala kamar jenazah

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat L.esehatan rumah sakit |
Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkale perlengkapan rumah sakit
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
keinitraan asuransi kesehatan masyarakat

kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

kemitraan alih teknologi kedokieran dan kesehatan

kemitraan peninokatan kualitas dokter dan paramedis
xemitraan pengohatan lanjutan hagi pasien rujukan
kemitraan pengcbatan bagi pasien kurang mampu
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan arak balita

Imunisasi bagi anak balita

Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita

Pembangunan panti asuhan anak tenantar balita

Hal 14 dari 55




29.07.
30.

30.01.
30.02.
30.03.
20.04.
30.05.
30.06.

30.07.

.

31.01.
31.02
31.03.
31.04.

32

32.01.
32.02.
32.03,
32.04.

33

33.01.
3302

34

34.01.
34.02.
3403
34.04.
34.05.
34.06.
34.07.
34.08.
34.00.

34.10,

3411,
34.12.
34.13.

34.14,

34.15.

34.16.
.17,
34,18,
34.19,
34.20.
.21,

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

rekruitmen tenaga perawat liesehatan

Pendidikan dan pelatihan perawalan kesehatan

Pembangunan pusat-pusal pelayanan kesehatan

Pembangunan panti asuhan

Pelayanan kesehatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Pengawasan keamanan Jan kesehatan makanan hasil industri
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Pengawasan dan pengendalian keanmianan dan kesehatan makanan restaurant
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan keselamatan ibu mslhirkan dar anak
Penyuluhan kesehalan bagi ibu hamil dari keluarga kurang nampu
Perawalan berkala bag ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurarg mampu
Pelayanan Upaya peningkatan gerakan sayang ibu / Bayi
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD

Peningkatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit BLUD

Program Peningiatan pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesnias Getasan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh
Peningkatan Pelayanan Kes~hatan Puskesmas Dadapayam
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang
Peningkatan Pelzyanan Kesehatan Puskesmas Gedangan I.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru
Peningkatan Pelayanan Kesehiatan Puskesmas Jambu
Peningkatan Pelayanan Kesehatan uskesmas Suniowono
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa
Feningkatan Pelayanan Keszhatan Puskesmas Duren
Peningl.atan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak

Peningkatan Pelayanan Keszhatan Puskesmas Bergas

Hal 15 dari 55




3422
34.23.
34.24,
34.25.
34.26.
34.27.

35

35.01.
35.02.
35.03.
35.04.
35.05.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan
Peningkatan Pelayanan Labkesda

Program Pengembangan pola Hidup Sehat Menuju Paradigma Sehat
Penyediaan Makananr Tambahan Bagi Anak Dan Balita
Pengembangan Taman Gizi Dan Tanaman Obat Keluarga
Penimbangan Balita Dan Imunisasi

Imunisasi, deteksi Dini Jan Upaya Penyegahan Penyakit

Feningkatan Status Giz dan Penanganan Gizi Buruk

Urusan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.

15.01.
15.02.
15.03.
15.04.
15.05.
15.06.
15.07.
15.08.
15.08.
15.10.

16.

16.01.
16.02.

16.03.
16.04.

17.

17.01.
17.02.
17.03.
17.04.

18.

18.01.
18.02.
18.03.
18.04.

18.05.

Program Peﬁbanguﬁan Jalan dan jembatan
Perencanaan pembangunan jalan

Survei kontur jalan dan jembatan

Pembangunan jalan

Perencanaan pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan

Peningkatan Jalan Kabupaten

Peningkatan Jalan Perkotaar

Peningkatan Jalan Poros Desa

Peningkatan Jalan Non Status

Monitaring, evaluasi dan pelaporan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Perencanaan turap/talud/brojong

Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
Pembangunan turap/talud/bronjong

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program rehabilitasilpemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perencanaan renabilitasi/pemeliharaan jalan

Perencanaan rehabilitasi/per, .eliharaan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaar jalan

Rehabilitasi/pemeliliaraan jembatan

Pengadaan Aspal untuk persediaan bantuan pemeliharaan jalan

Hal 16 dari 55




18.

20.

20.01.
20.02.
20.03.
21

21.01.
21.02.
21.03.

22.01.
22.02.
22.03.

23.01.
23.02.
23.03.
23.04.
23.05.
23.06.
23.07.
23.08.
23.09.
23.10.
23.11.
23.12.
23.13,
24.

24.01.

18.06.

19.01.

19.02,
19.03.

24.02.
24.03.
24.04.
24,05,
24.06.
24.07.
24.08.
24.09.
24.10.
2411,
24.12.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program rehabilitasilpemeliharaan taludlbronjong
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
Rehabilitasi/pemelinaraan talud/bronjong
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
Inspeksi kondisi Jalan

Inspeksi kondisi Jembatan

Ewvaluasi dan pelaporan

Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
Rehabilitas; jalan dalam kondisi tangaap darurat
Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Monitoring, evaluasi dan peiaporan

Program Penibangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Penyusunan sistem informasi/data base jalan

Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan

Pembangunan gedung workshop

Pembangunan laboratonum kebinamargaan

Pengadaan alat-alat ber:at

Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkei alat-alat berat

Pengadaan alat-alat ukir dan bahan labalatorium kebinaraargaan
Rehalilitas¥pemeliharaan gedung balai latit.an kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

Rehabilitasiipemeliharaan laboratorium kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharain alat-alat berat

Rehabilifasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat Lerat
Renabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

fainnya
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
Perencanaan pembangunan reservai

Perencanaan pembangunan pintu air

Perencanaan normalisasi saluran sungai

Pembangurian jaringan air bersih/air minum
Pembangunan reservoir

Pembangunan pintu air

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Rehabilitaslipemeliharaan jaringan air barsih/air minum

Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir

Hal 17 dari 5§



24.13.
2414,

24,15,
24.16.

2417,
24.18.

25,

25,01,
25.02.
25.03.
25.04.
25.05.
25.06.
25.07.

26.

26.01,
26.02.
26.03.
26.04.
26.05.
26.06.
26.07.

21.

27.01,
27.02.
27.03.
27.04.
27.05.
27.06.
27.07.
27.08.
27.09.

28.

28.01.
28.02.
28.03.

28.04.

28.05.
28.06.

28.07.
28.08.
28.08.
286.10.
2811,

| Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program penyediaan dan pengolahan air buku
Pembangunan prasarana pengambilan dan suluran pembawa
Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
Pemeliharaan prasarana pengambi'an dan saluran pembawa
Pembangunan sumur-sumur air tanah

Peningkatan partisipas: masyarakat dalam pengelolaan air
Peningkatan distribusi penyediaan air baku

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengembangan, pengeloiaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air
lainnya
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
Rehabilitasi kawasar, hilis daerah tangkapan sungai dan danau

Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
Peningkatan parlisipast masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Peningkatan konversi air tanah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Pengembangan teknologi pengoiahan air minum dan air limbah

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

Fasilitasi pembinaan teknik pengofahan air minum

Pengembangan distribusi air minum

Rehabilitasi/pemeliharaon sarana dan prasarana air minum
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

ngram_ pengendalian banjir

Pembangunan reservoir pengendali banjir

Rehahilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Pengembangan pengelofaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir
Mengendalikan banjir pada daerah taligkapan air dan badan-badan sungai
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

Pembangunan prasarana pengaman pantai

Pembangunan tangqul pemecali ombak

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Hal 18 dan 55




20.01.
29.02,
29.03.
30.

30.01.
30.02.
30.03.
30.04.
30.05.
30.06.
30.07.
30.08.
30.09.
30.10.
i

31.01.

31.02.
32

32.01.
32.02.
3203
3.

33.01.
33.02.
33.03.
33.04.
33.05.
34

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Perencanaan pengembangan infrastruktur
Pembanguanan/peningkatan infrastruktur

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pembangunar. infrastruktur perdesaaan

Penataan lingkungan pamukiman penduduk perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
Pembangunan pasar perdesaaan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
Rehabilitasi/pemeliharann pasar pedesaaan

Perencanaan pembangunan Jaian dan Jembatan Perdesaan
Fasilitasi bantuan pembangunen infrastruktur pedesaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-unrdangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya
yang terkait
Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi-

Program pemberdayaan jasa konstruksi

Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, nrang perseorangan, badan usaha)
Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat

Program pengawasan Jasa konstruksi

Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi

Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan

Pengawasan terhadap K-3

Program dst.........

Urusan : 1.04. - PERUMAHAN

KODE

1

PROGRAM DAN KEGIATAN

2

15,
15.01.
15.02.
15.03.
15.04.
15.05.
15.06.
15.07.
15,08,
15,00,

Program Pengembangan Perumahan

Penetapan kebijakan, slralegi dan program perumahan

Penyusunan norma, slandar, pedoman, dan manual (NSPM)

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan

Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Perencanaan Pengembangan Perumahan

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Hal 18 dari 55




16.01.

16.02.
16.03.

16.04.
16.05,

16.06.
16.07.
16.08.
16.09.

17.
17.01.
17.02.

17.03.

17.04.

17.05.
17.06.

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan
perumahan
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

Perietapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian
berimbang
Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman

Perencanaan sarana dan orasarana lingkungan sehat permukiman

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan peiumahan
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
Peningkatan sislem pemberian kredit pemilikan rumah

Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
perumahan -
Pelaksanaan perijinan IMA

Fasilitasi bantuan pembangunan/rehab perumahan keluarga miskin

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program perbaikan perumahan akibal bencana alam/sosial

Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam

Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana sosial

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
Koordinasi perijinan pemianfaatan gedung

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pcncegahan kebakaran

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Kegiatan rekruitment tenaga sukare'a pertolongan bencana kebakaran

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Rehabilitasi sarana dan piasarana pencegahan bahaya kebakaran

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Peningkatan pelayanan penangguiangan bahaya kebakaran

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengelolaan areal pemakaman

Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman
Pengumpulan dan analisis data base jumlah ,iwa yang meninggal

Koordinasi pengelolaan areal nemakaman

Koordinasi penataan areal pemakaman

Hal 20 dari 55




-~

20.05.
20.06.
20.07.
20.08.
21,

Pembenan perijinan pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program dst..........

Urusan : 1.05, - PENATAAN RUANG

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.

15.01.
15.02.
15.03.
15.04.
15.05.
15.06.
15.07.
15.08.
15.09.
15.10.
15.11.
15.12.
15.13.
15.1;1.
15.15.
15.16.

16.

16.01.
1€.02.
16.03.
16.04.
16.05.
16.06.
16.07.
16.08.
16.09.

17.

17.01.
17.02.
17.03.
17.04,
17.05.
17.06.

Program Pere_ﬁcanaan Tata Ruang

Penyusunan kebijakan lentang penyusunan tata ruang

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
Penyusunan rencana lata ruang wilayah

Penyusunan rencana delai! tata ruang kawasan

Penyusunan rencana leknis ruang kawasan

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Penyusunan rancangan peraturan daersh tentang RTRW

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
Rapal koordinasi tentang 1encana tata ruang

Reisi rencana tata ruang

Falatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Survey dan pemetaan

Koordinasi dan facilitasi penyusunan rencana tata ruang (intas kabupaten/kota
Pengelolaan Administrasi Prasa;ana Daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan uang

Penyusunar, norma, standar, dan kriteria pemanfaiatan ruang

Penyusunan kebijakan pengendalian peranfaatan ruang

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam peman‘aatan ruang
Survey dan pemetaan

Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaaten ruang
Koordinasi dan fasilitas: penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Penyusunan prosedur dan manual pengendaiian pemanfaata’ fuang

Fasilitasi peningkatan peran serta masvarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang
Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang

Koordinasi dan fasilitas: pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Hal 21 darl 55




v
-
'

17.07.
17.08. Pelaksanaan perijinan IMb
17.00. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Sosialisasi kebjakan pengendalian pemantaatan ruang

Urusan : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KODE

1

15.
15.01.
15.02.

16.

11.

18,

19.
19.01.

19.02.
19.03.
19.04.
19.05.
19.06.
19.07.
19.08.
19.00.
18.10.
19.11.

16.03.
15.04.
15.06.

16.01.
16.02.
16.03.
16.04,
16.05.

17.01,
17.02.
17.03.
17.04,
17.05.
17.06.

18.01.
18.02.
18.03.
18.04.

PROGRAM DAN KEGIATAN
2

Program Pengembangan é#ta.'lnfnrmasi

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Penyusunan dan pengumpulan daia informasi kebutuhan pényusunan dokumen perencanaan
Penyusuran dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
Penyusunan dan analisis data infornasi perencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan profile daerah

Program Kerjasama Pembangunan

Koordirasi kerjasama wilayah perbatasan

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usahallembaga

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Koordinasi penyelesaian masalak perbatasan antar daerah

Sosialisal kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara

Koordinasi penetapan rencana tata ruanq perbatasan

Penyusunan perencanaan pungembangan perbatasan

Fasilitasi bantuan prasarana dan saiana desa

Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan

Pragram Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Sosialisasi kebijakan prmerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Koordinasi penetapar 1encana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Penyusunan perencanaan Prngembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Perencanaan Pengemhangan Kota-kota menengah dan besar

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

Roordinasi nenyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

Koordinasi penanggulangan dar penyelesaian bencana alam/sosial

Koordinasi perencanazn nenanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonori

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industni

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangoa dan industri perkotaan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Hal 22 dan 55




20,
2001
20.02.
2003,
21,

21.01.
21.02.
21.03.
21.04.
21.05.

23.

23.06,
23.07.
24,

24.01,
24.02,
2403,
24.04.
24.05,
25.

25.01.
25.02.
25.03.

21.06.
21.07.
21.08.
21.09.

22.01.
22.02
22.03.
22.04,
22.05.
22.06.
22.07.
22.08.
22.09.
22.10.
22.11.

23.01,
23.02.
23.03.
23.04.
23.05.

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Susialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Himbingan leknis lentang perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan pembanqunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat da'am perumusan program dan kebijakan layanan publik
Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJPD

Penyusunan Rancanga, dan Penetapan RPJMD

Penyusunan RKPD

Koordinasi Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah
Koordinasi penyusunan | aporan Keterangan Peﬁanggungiauaban
Penyusunan Kebijaka Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembatigunan ekonomi

Penyusunan mastarplan pembangunan ekonomi daerah

Penyustinan indikator ekonomi daerah

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Koordinasi perencanaan pembanguran bidang ekonomi

Penyusunan tabel inpul output daerah

Penyusunan masterplan penanggulangan keniiskinan

Penyusunzn indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
Penyusunan Masterplan Pembangunan Kepariwisataan

Penyusunan Masterplan Pembangtinan Perindustrian

Penyusunan Mastarplan Pembangunan Pertanian

Koordinasi penunggulangan kemiskinan

Program Perencanaan Pembagunan Sosial Rudaya

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Fasilitasi pengembangan desa inovatif

Penyusunan RAD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Knnrdinaci Pendidikan !ntik Semua (PLIS)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program perencanaan pra-arana wilayah dan sumbor daya alam
Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan fingkungan hidup
Perencanaan Frogram Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Kajian daya dukung sarana prasarana kota terhadap kawasan tertenty
Monitoring, evaluasi dan pelaparan .
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Koordinasi penyusunan profile daerah rawan benca 1a

Keordinasi pembangunan daerah rawan bencana

Monitoring, evaluasi dan pelaparan
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Urusan : 1.07. - PERHUBUNGAN

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

1 T 2
15. Program P;mbangunan Piasarana dan Fasilitas Perhubungan
15.01. Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
15.02, Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
15.03. Keordinasi delam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
15.04. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
15.05. Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
15.06. Peningkatan pengelolaan lerminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan
15.07. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan daral
15.08. Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan
15.09. Kegiatan Penyusunan Inventarisasi kebutiihan dan ketersediaan Fasilitas lalulintas
15.10. Iunitoring  Evaluasi dan pelaporan
16. Program Rehabilitasi dan Pemeiiharaan Prasarana danr Fasilitas LLAJ
16.01. Rehabilitasipemeliharann sarana alat pengujian kendaraan bermotor
16.02. Rehabilitasi/pemelihara.n prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
16.03. Rehabilitasi/pemeliharann sarana dan presarana jembatan timbang
16.04. Rehabilitasiipemeliharaan terminal/pelabuhan
16.05. Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Ha'te dan RPPJ
17. Program peningkatan pelayanan angkutan
17.01. Kegiatan penyuluhan bayi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
17.02, Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
17.03. Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
17.04, Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
17.05. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
17.06. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
17.07. Kegiatan pengawasan peralalan keamanan dalam keadaaan darurat dan perlengkapan

pertolcngan pertama
17.08. Kegiatan penataan tenipat-lempat pemberhentian angkutan mum
17.09. Kegialan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
17.10. Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, muran aan muaan
17.141. Pengumpulan dan anahsis data base pelayanan jasa angkutan
17.12, Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
17.13. Fasilitasi perijinan di bilang perhubungan
1714, Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
17.15. Kegiatan pamilihan dan pemberian penghargaan sopirfjuru mudik/awak kendaraaan angkutan
umum teladan

17.16. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
17.17. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang
17.18. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang
17.19. Pelayanan Perijinan Angkutan Orang
17.20. Pelayanan perijinan angkutan barang
i7.21, Pelayanan pengelolaan perparkiran
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17.22.
17.23.
18.

18.01,

18.02.
18.03.

14.

19.01.
19.02.
19.03.
19.04.
19.05.

20.

20.01.
20.02.
20.03.

21.

Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Program Pembangunan Surana dan Prasarana Perhupungan
Pembangunan gedung terminal

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Pembangunian jembatan penyebrangan gedung terminal
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Pengadaan Marka Jalan

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Pengadaan Alat pemberi Isyarat Lalulintas ( APILL )

Fasilitasi pendukung kegiatan lalulintas dan angkutan jalan
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pembangunan balal pengujian kendaraan bermotor

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Programdst..........

Urusan : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

KODE

1

PROGRAM DAN KEGIATAN

2

15.

15,01,
15.02.
15.03.
15.04.
15.05.
15.06.
15.07.
15.08.
15.00,

15.10.

1511

15.12.
16.

16.01.
16.02.
16.03,
16.04,
16.05.
16.06.
16.07.
16.08.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengembangan lekno'ogi pangolahan parsampahan

Bimbingan teknis persampahan

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Kerjasama pengelolaan persampahan

Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah

Sosialisasi kebijakan pengelolaan pei sampahan

Peningkatan peran serla masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Munitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi Peni'aian Kota Sehat/Adipura

Koordinasi penilaian langit biru

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pengawasan pelaksanzan kebijckan bidang lingkungan hidup
Koordinasi penertiban kejiatan Peitambangan Tanpa Izin (PETI)
Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Pengkajian dampak lingkungan

Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

Hal 25 dari 55




16.09.
16.10.
19.11.
16.12.
16.13.
16.14.
16.15.
16.16.
17.

17.01.

18.
18.01.

18.03.

18.04.
18.05.

18.06.

18.07.
18.08.
19.

19.01.
18.02.
19.03.
19.04.
19.05.
20.

17.02.
17.03.

17.04.
17.05.
17.06.
17.07.
17.08.
17.09.
17.10.
17.11.
17.12.
17.13.
17.14,
17.15.
17.16.
17.17.

18.02.

Peningkatan peringkat kinerja penisahaan (proper)

Koardinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

Pengembangan produksi ramah lingkungan

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Koordinasi penyusunan AMDAL

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Pantai dan Laut Lestari

Pengembangan dan Permantapan Kawasan onservasi Laut, Suaka Perikanan, dan
Keanekaragaman Hayali Laut
Pengembangan Ekowisita dan Jasa Lingkungan

Pengendaian Dainpak f*erubahan klim

Pengendalian Kerusakan Hutar dan Lahan

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
Pengendalian dan Pengawasan pemaniaatan SDA

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

Pengelolaan keaneiaragaman hayati dan ekosistem

Pergembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perfindungan dan konservasi SDA
Koordinasi peningkatan pengelolaan kavsasan konservasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

D&t

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang famun, estuaria dan teluk

Perencanaan dan penyusunan prograr pembangunan pengendalian sumber daya alam dan
linykungan hicup

Rehabilitasi hutan dan lahan

Pengembargan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan

Penyusunan padoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang. mangrove, dan padang
lamun

Sosialisasi pedoman clandar dan proscdur rzhabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang
lanwun

Feningkatan peran serta masyarakat delam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Pengembangan data dan informasi lingkungan

Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Pengendallan Polus|
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20.01.

20.03.

21,

22.

23.

24,

25.

20.02.

20.04.
20.05.
20.06.

21.01.
21.02.
21.03.

22.01.
22.02.
22.03.
22.04.
22.05.
22.06.

23.01.
23.02.

24.01.
24.02.
24.03.
24.04.
24.05.
24.06.
24.07.
24.08.
24.09.
24.10.

Pengujian emisi kendaraan bermotor

Pengujian emisi udara akihat aklivitas industri

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Pembangunan tempat pembuangar: benda padat/cair yang menimbulkan polusi

Program dst..........

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

laut dan hutan
Pengembangan ekowisala dan jasa lingkungan di kawasan konservasi

Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pragram Pengendalian kehakaran hutan

Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan

Pemetaan lawasan rawan kebakaran hutan

Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

Penyusunan noma, standar, prosedur can manual pengencalian kebakaran hutan
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Pengelolaan dan rehabiiitasi ekosistem gesisir dan laut

Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir faut

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penyusunan kebijakan, norina,standard proseriur dan manual pengelolaan RTH
Sosialisasi kevijakan, nomma, standard, prosecur dan manua! pengelolaan RTH
Penyusunan dan analisis dalafinformasi pengelolaan RTH

Penyusunan program pengembahan RTH

Penataan RTH

Pemeliharaan RTH

Pengembangan taman rekreasi

Pengawasan dan pengendalian RTH

Peningkatan peran seria masyarakat dalam pengelolaan RTH

Monitoring dan evaluasi

Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi

Urusan : 1.09. - PERTANAHAN

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.

15.01,
15.02.
16.

16.01.
16.02.
16.03.

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

Penyusunan sistem pendaftaran tanah

Sosialisasi sisiern pendaftaran tanah

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penyuluhan hukum pertanahan

Kegiatan Per.ataan Pengiiasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah melalui
Sertifikasi dan Pemasangan Pzpan Nama Tanah-Tanah Pemda
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17. Program Penyelesaian Konflik-konfiik Pertanahan
17.01. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

18. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
18.01. Penyusunan sistem infoninasi pertanahan yang handal
19. Program dst.........

Urusan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAM CATATAN SIPIL

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.
15.01.
15.02.

15.14,

15.16.

15.18.

15.03.
15.04.
15.05.
15.06.
15.07.
15.08.
15.09.
15.10.
15.11.
15.12.
15.13.

15.15.

15.17.

Program Penau_an Adn';;i_s_lrasi Kependudukan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Pelatihan lenaga pengelola SIAk

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Pembentukan dan Penalaan Sistem Koneksi NIK

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

Pengolahan dalam penyusunan lapcran informasi kependudukan
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Peningkatan pelayanan publik dalam bideng kependudukan
Pengembangan data base kependudukan

Penyusunan kebijakan kependudukan

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukn dan Catatan Sipil
Sosialisasi kebijakan kependudukan

Peningkatan kapesitas kelembagaan kependudukan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil
Peningkatan pelayanan Publik pendattaran Penduduk
Peningkatain pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian

Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan perkawinan Perceraian, Pengakuan dan pengesahan
anak
]_Monilonng, Evaluasi dan Pelaporan

Urusan : 1.11, - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KoDE

FFOCRAM DAN KCGIATAN

1

15,
15.01.

15.02.
15.03.

15.04.
16.

16.01.
16.02.
16.03.

2

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi

Perumusan kebijakan peringkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
perfindungan an3k

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Advokasi dan {asilitasi PUG bagi perempuan

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan
perempuan dan anak
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16.04.

16.06.

17.

18.

19.

19.02,

16.05.

16.07.
16.08.
16.09.

17.01.
17.02.
17.03.
17.04,
17.05.
17.06.
17.07.
17.08.
17.00.

18.01.
18.02.
18.03.
18.04.
18.05.
18.06.
18.07.

19.01.

Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Peningkatan Kapasitas din Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Evaluasi Pelaksanaan PUG

Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perindungan Perempuan
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
Penyustinan sistem perlindungan bagi psrempuan

Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan peran serta dar kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan pemhinaan organisasi perempuan

Kegiatan pendidikan dan pelaliian peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi pererpuan dalafn mengelola usaha

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Monitoring, evaluasi dan paiaporan
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputuszn

Pemberdayaan lembaga yang berhasis gender

Urusan: 1.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.
15.01.
1C.02.
15.03.
15.04,
15.05.
15.06.
16.
16.01,
16.02,
17.
17.01,

Program Keluarga Beranczna

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Konlrasepsi bagi Keluarga Miskin
Pelayanan KIE ‘

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Prcmosi Pelayanan Khiba

Pembinaan Keluarga Berencana

Pengadaan sarana mobilitas tim |8 keliling

Program Kesehatin Reproduksi Remaja

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Memperkuat dukungan dan partisipas; masyarakat

Program pelayanan kontrasepsi

Pelayanan konseling KB
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17.02.
17.03.
17.04.
18.
18.01.
18,
19.01.
20.

20.01.
20.02.

2.

21.01.

22,

22.01.

23.

23.01.

24.

24.01.

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Pengadaan alal konlrasepsi

Pelayanan KB medis operasi

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/IKR yang mandiri
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melaiui kelompok kegiatan di masyarakat
Program pangembangan pusat pelayanan intormasi dan konseling KRR

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

Fasilitasi forum nelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak
Pengumpulan bahan informasi tentang pencacuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina l.eluarga
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Pengkajian pengembangan model nperasional BKB-Posyandu-PADU

Urusan : 1.13. - SOSIAL

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

1.

16.

16.02.

16.03.

16.04.

16.05.
16:06.
16.07.

16.08.

16.09.

15.01,

15.02.
15.03.
15.04.
15.05,
15.06.

10.01.

Program Pemberdayaan Fakir Miskir;, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lsinnva

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan
Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keiuarga miskin

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Fasilitasi Distribusi pangan bagi fakir miskin

Program Pelcyanan dan Rehabiiitasi Kesejahteraan Sosial

Pengombangan Kobijakan tentang akeec earana dan pracarana puhlik hagi penyandang cacat dan
lansia :

Pelayanan dan perlindungan susial, hukum bagi koiban eksploitasi, perdagangan perempuan dan
anak

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)

Pelatihan keterampilan dan prakiek belajar kerja bagi anak terlaitar termasuk anak jalanan, anak
cacal, anak nakal

Pelayanan psikososial bagi PMKS di traumma centre termasuk bagi korban bencana
Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kasejahteraan sosial bagi
PMKS

Penyusunan kebijakan pelavanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikrunisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan dan penurunan kesenjangan
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16.10.

16.11,
16.12.

16.13.
16.14.
16.15.
16.16.
17.

18.

19.

20.03.
20.04.
20.05.
21,

21.01.
21.02.
21.03.
21.04.
21.05.

22.01,

17.01.
17.02.
17.03.
17.04.
17.05.
17.06.

18.01.
18.02.
18.03.
18.04.
18.05.

19.01.

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS

Peiayanan KIE bagi tokoh masyarakat, karang taruna, PSM, dalam pencegahan permasalahan
sosial )
Pelaksanaan bimbingan dan motifasi bagi bekas penderita penyakit kronis

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial

Bimbinnan Taknis Kesiapsiagaan bencana berbasis Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

M'rogram pembinaan anak terlantar

Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
Pelatinan keterampilan dan prakiek belajur kerja bagi anak terlantar
Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Peningkatan keterampilan tenaga pembinaun anak terlantar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pambinaan para penyandang cacat d:an trauma

Pendataan penyandarg cacat dan penyakit kejiwaan

Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks frauma

Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

19.02.
19.03.
19.04.
19.05.
19.06.

20.01.
20.02.

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asunan/ jompo
Pendidikan dan pelatihan bagi panghuni panti asuhan/ jompoe
Peningkatan keterampilan tenaga pelaiihan dan pendidik

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pembinaan eks panyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)

Pendidikan dan pelatihan reterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Pembangunan pusal bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mentat eks penyandang penyakit sosial
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

Monitoring, evaiuasi dan pelaporan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan peran aklif masyarakat dan dunia usaha

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Peningkatan kualitas SUM kesejahteraan sosial masyarakat

Pengembangan model kelembagaar perlindungan sosial

Kegiatan Penyaluran Santun.n Kematian

Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan

Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan
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Urusan : 1.14. - KETENAGAKERJAAN

KODE

15.

16.

17

17.06.
17.07.

17.08.
17.08.

17.10.
17.11.
1712,

17.13.
17.14.
17.15.
18.

15.01.
15.02.
15.03.
15.04.
15.05.
15.06.
15.07.
15.08.
15.08.
15.10.

16.01.
16.02.
16.03.
16.04.
16:{)5.
16.06.
16.07.

17.01.
17.02.
17.03.

17.04.
17.05.

R

—4

PROGRAM DAN KEGIATAN

2

Pr:gr:m Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan data base lenaga kerja daerah

Pembangunan balai latihan kerja

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
Pengadaan behan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari keria

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK

Rehabiiitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK

Pendidikan dar. ketrampilan bagi pencari kerja berbasis Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Penyebarluasan informasi bursa ten.iga kerja

Kerjasama pendidikan dan pelalihan

enyiapan tenaga kerja siap pakai

Pengerbangan kelembagoan produklivitas dan pelatihan kewirausahaan
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelapuran

Program Perlindingar Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Fasilitasi penyelesaian prosedur panyelesaian perselisihan hubungan industrial

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlinﬁungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadep keselamatan dan
kesehatan kerja
penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja

Pemantauan kineria lembaga penyalur tenaga kerja
Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah minimum
Susialisasi dan pembinaan syaral keria

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perfindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaar

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan entang ketenagakerjaan mengenai norma kerja dan
kesehatan dan keselamatan kerja !

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagak2rjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri

Sosialisasi peraturan perundangan di bidang perselisihan dan kelembagaan hubungan industri
peningkatan pengawasan, periindungan dan penegakan hukum {erhadap norma ketenagakerjaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program dst..........
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Urusan : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAR

KODE

1

15.

16.

17.

17.08.

18.

18.01.
18.02,
18.03.

15.01.
15.02.
15.03.
15.04.
15.05.
15.06.
15.07.
15.08.
15.08,
15.10.
15.11.

16.01.
16.02.
16.03.
16.04.
16.05,
16.06.
16.07,
16.08.
16.09.

16.10.
16.11.

17.01.
17.02.
17.03.
17.04,
17.05.
17.06.
17.07.
17.08.

17.10.
17.11,

PROGRAM DAN KEGIATAN

2

-Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi keniudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
Pendirian 'nit penanganan pengaduan

Pengkajian dampak regulasi/ ketijaxan nasional

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
Fasilitasi prngemhangan Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi Permasalahan proses prodiiksi Usaha Kecil Menengah
Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Peningkatan kerjasama di bidang HAKI

Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi

Penyelenggaraan pelalihan kewirausahaan

Pelatihan manajemen pangelolaan koperasi/ KUD

Sosialisasi HAK| kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan
Usaka Mikr Kecil Menengah
Pelatihan manajemen usaha koperasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Pengembangan klaster bisnis

Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Koordinasi penggunaan dana pemerintainan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

Penyelengoaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
Penyelenggaraan promasi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koardinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
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Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Penyebaran model-mode! pola pengembzngan koperasi

Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi
Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi

Beningkatan sistem pelaporan KSP/USP

Penilaian kesehatan koperasi

Penyuluhan peraturan perundang undangan koparasi dan UMKM
Pembinaan, pemenksaan dan pengawasan KUMKM

Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program dst....

Urusan : 1.16. - PENANAMAN MODAL

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15,

15.01.

15.02.
15.03.
15.04.
15.05.
15.06.

15.07.
15.08.
15.09.
15.10.
15.11.

16.

16.01.
16.02.
16.03.
16.04.
16.05.

16.08,

16.07.
16.08.
16.09.

16.10.

16,11,

16.12.
17.

Program Peningkatan Proniosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama stralegis antar usaha besar dan Usaha Kecil
Menengah
Pengembangan potensi unggulan daerah

Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
Koordinnsi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
Koondinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah
dan dunia usaha
Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah

Peningkatan kegialan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
Penyelenggaraan pameran investasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Kajian Kebijal:an penanaman modal

Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal

Pambelian saham Perbankan

Penanaman Modal pada Perusahaan Daerah

Penanaman Modal pada BUMD

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
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17.01.

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

Urusan ; 1.17. - KEBUDAYAAN

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.
15.01.
15.02.

16.

17.

17.04.

17.06.

18.

19.
19.01.
19.02.

20.01.

15.03.
15.04.
15.05.
16.01.
16.02.
16.03.

16.04.
16.05.

16.06.
16.07.
16.08.
16.09.
16.10.

16.11.
16.12.
16.13.

17.01.
17.02.
17.03.

17.05.
17.07.

18.01.
18.02.
18.03.
18.04.

Program Pengeinbangan Nilai Budaya

Pelestarian dan aklualisasi adat budaya daerah

Penatagunaan naskah kuno nusantara

Penyusunan kebijakan tentang budaya Ickal daerah

Pemantauan dan evaluas pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
Pembenan dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Frograin Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fasilitasi partisipasi masyarakal dalam pengelolaan kekayaan budaya
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pLstaka termasuk naskah kuno
Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalar bawah air '
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Pengembangan nilai dan geografi sejarah
Peiekaman dan digitalisasi bahan pustaka
Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala

Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan
budaya
Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

Pengelolaan karya cetal dan karya relcam

Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Penyusunan sistem informas: data base bidang kebudayaan
Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktuafisasi budaya lokal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah

Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan SOM Kebudayaan

Peningkatan Prcfesionalisme Tenaga Teknis Bidang Kebudayaan (Kesenian )
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Teknis Bidang Kehudayaan ( BCB)
Program Pengembangan Pemasaran

Pengembangan Statistik Kepariwisataan
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Urusan : 1.18. - PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
1 PR z
15. Program Pengembanéan dan Kegerasian Kebijakan Pemuda
15.01. Pendataan potensi kepemudaan
15.02, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
15.03. Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
15.04. Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH
15.05. Peningkatan keimanan dan ketagwaan kepemudaan
15.06. Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan
pemuda
15.07. Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
15.08. Perluasan penyusunan rericana aksi daerah bidang kepemudaan
15.09. Perumusan kebijakan kewirausahaan bzgi pemuda
15.10, Menitoring, evaluasi dan pelaporan
16. Program peningkatan paran serta kepemudaan
16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan
16.02. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
16.03. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
16.04, Fanilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
16.05. Fenyuluhan pencegahan penggunaan rarkoba dikalangan generasi muda
16.06. Lomba 'ireasi dan kaya ulic imiah dikalargan pemuda
16.67. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
16.08. Pameran prestasi nasil karya pemuda
16.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17. Prograin peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
17.02. Pelatihan kelerampilan bagi pemuda
18. Program upaya penccgahan penyalahgunaan narkoba
18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
19, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
19.01, Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
19.02. Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
19.03. pengembangan perencanaan olahraga terpadu
19.04. Pemantauan dan evaluasi pelaksanazn pengembangan olahraga
19.05. Pembinaan manajemen organisasi olahraga
19.06. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
19.07, Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalz.n pembangunan dan pengembangan
industri olahraga
19.08. Monitoring, evaluasi dan felaporan
20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
20.01. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
20.02. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daersh
20.03. Pembibitan dan pembinaan olahragawar berbakat
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20.04.
20.05.
20.06.
20.07.
20.08.
20.09.

20.10.
20.11.
20.12.
20.13.
20.14.
20.15.
20.16.
20.17.

21.

21.01.

21.02,
21.03.
21.06.
21.06.
21.07.

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan pretasi
olahraga
Pengembangan olahraga lanjut usia fermasuk penyandang cacat

Pengembangan olahraga rekreasi

Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga
Peningkatan jumiah kualitas serta komoetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
Pembinaan olahraga yany berkembang di masyarakat

Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya
Prograrn Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun
sarana dan prasarana olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Program dst....

Urusan : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15

15.01.

15.02.

15.03.
15.04.
15.05.

15.06.
15.07.
16.

16.01.
16.02.
16.03.

16.04.
16.05.
16.06.
16.07.

Program peningkatan -Ileamanan dan kenyarranan lingkungan
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pembangunan pos jagal rnda

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pangendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
pengandalian keamanan lingkungan

Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan
Monitoring, Evaluasi dzn Pelaporan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kerjasama perigerabangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TN/ POLRI dan
Kejaksaan
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Petigawasan umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah
Operasi Yustisi terhadap Pelangqaran Peraturan Perundang-undangan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
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17.

18,

19.

.

22,

17.01.
17.02.
17.03.

18.01.

18.02.
18.03.

19.01,

20.01.
20.02.
20.03.
20.04.
20.05.
20.06.
20.07.
20.08.

21.01.
21.02.
21.03.
21.04.
21.05.

22.01.

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Program kumitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Fasilitasi pencapaian halagoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Program pemberdayaan masyarakat untuk inenjaga ketertiban dan keamanan
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di mésyatakat

Program peningkatar: pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Penyuluhan pencegahan peredaran/ perggunaan minuman keras dan narkoba
Penyuluhan pencegahan berkembangnya prakiek prostitusi

Penyuluhan pencegahan paredaran uang palsu

Penyuluhan pencegahan 4an penertiban aksi premanisme

Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan

Penyuluhan pencegahan prakiek perjudian

Penyuluhan pencegahan ekspioitasi anak bawah uraur

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pendidikan politik masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

koordinasi forum-forum diskusi politik

Penyusunan data base partai politik

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Urusan : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGA

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.
15.01.
15.02.

15.03.
15.04.
15.05.
15.06.
15.07.
15.08.
15.08.
15.10.
16. .

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakya{daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakal/ tokoh
agama

Rapat-rapat alat kelengk-pan dewan

Rapat-rapat panpurna

Kegiatan Reses

Kunjungan kerja p'mpinan dan anggota DPRD dalarn daerah

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah

Pragram peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
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16.01.

16.02.

16.03.
16.04.
16.05.
16.06.
16.07.
16.08.
16.09.
16.10.
16.11.
16.12.

17.

17.01.
17.02.
17.03.
17.04.
17.05.
17.06.
17.07.
17.08.
17.00.
17.10.
17.11.

17.12.
17.13.
17.14.
17.15.
17.16.
17.17.
17.18.
17.19.
17.20.
17.21.
17.22,
17.23.
17.24.
17.25.
17.26.
17.27.
17.28.
17.29.
17.30.

Dialog/ audiensi dengan iokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan

masyarakat _
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negaral departemen/ lembaga pemerintah non departemen/

luar negeri
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Rapat koordinasi pejabat pemeriniah daerah

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

Koordinasi dengan pemetiniah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Penyediaan Juminan Perneliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Penyelengyaraan rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten
Dialog Audiensi dengan Tenaga Kebersihan se-Kabupaten Semarang

Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK)

Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda)
Fasilitasi penyelenygaraan pelayanan publik terpadu

Program peningkatan dan Pengenibangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan analisa standar belanja

Penyusunan standar satuan harga

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Pénjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Penyusunan Sistein inforinasi keuvangan daerah

Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Sosialisasi paket requlasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen asel/ barang daeran

Peningkatan manajemen investasi daerah

Revaluasi/ appraisal asel/ barang daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumter-sumber pendapatan daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

Penyelesaian Administrasi Kerugian Daerah (TPTGR)

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rencana Peraturan KDH tentang pajak daerah dan Retribusi daerah
Pembinaan tehnis administrasi pembangunan

Pengelolaan Kas Daerah

Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah | -

Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah Il

Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah Il
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17.31.
17.32,
17.33.
18.

18.01.
18.02.

18.03.

18.04.

18.05.
19.

19.01.
19.02.
19.03.
19.04,
19.05.
19.06.

20.

20.01.
20.02.
20.03.
20.04.
20.05.
20.06.
20.07.
20.08.
20.69.
20.10.

1.

21.01.
21.02.

22,

22.01.
22,02,

23,

23.01,

24,
24.01.
24,02,
25.

2501.

25.02.
25.03.
25.04.
26,

Penanganan PBB dan RPHTB di Wilayah IV

Monitoring dan Evaluasi BUMD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program pemibinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota

Evaluasi Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupatan/ kota

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan refribusi daerah kabupaten/ kota
Penyusunan standar eviluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota
Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Evaluasi rancangan paraturan desa tentang APB Desa

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa

Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa

Fasilitasi Dana Alokasi Umum Desa

Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH '
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daérah

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH '

Penanganan kasus pada wilayah pemerintanan dibawahnya

Inventarisasi temuan pengawasan

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Penilaian akuntabilitas kinerja

Reviu laporan keuangan

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Program Panataun dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Penyusunan kebijakan sistam dan prosedur pengawasan

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan sistem infoimasi terhadap layanan publik

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Penatausahaan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Fasiiitasi/pembentukan kurjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan
Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
Fasilitasi/ipembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
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26.01.
26.02.
26.03.
26.04.

27.

28.

30.
30.01.

30.05.
30.06.
30.07.
30.08.
30.09.
30.10.
30.11.
30.12.
3.

3101,
31.02.
31.03.

26.05.
26.06.

26.07.

27.01.
27.02.
27.03.
27.04.

28,01,
28.02,
28.03.
28.04.
28.05.

29.01.
29.02.
29.03.
29.04,
29.05.

29.08.
29.07.

30.02.
30.03.
30.04.

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Puplikasi peraturan perundang-undangan

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang
baru lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Fasilitasi Pembenlukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi penyianan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
Fasilitasi parcepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
Fasilitasi percepatan penyelcsaian tapal batus wilayah administrasi antar daerah
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Kegiatan Pemenntahan

Kegiatan Pembangunan

Kegialan Kesejahleraan Snsial / Kemasyarakatan

Kegiatan Keamanan, Kelentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa

Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Waijib Pajak dan Obyek Pajak
Penghitungan dan Penetapan Pajak Daersh dan Pendistribusian SKPD
Penagihar: Pajak Daerah dan Keberatan

Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah

Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak dan Retribusi
Daerah
Koordinasi Penyusunan Analisa Perencaraan Daerah (Retribusi)

Evaluasi Pendapatan Daerah

Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah
Penyusunan Pecoman Kelatalaksanaan

Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah

Penyusunan Pedoman Pendayayunaan Aparatur Daerah
Penyediaan Informasi Kelembagaan

Penyusunan informasi ketatalaksanaan

Penyusunan informasi pendayagunaan aparatur daerah

Penyusunan standar pelayanan publik

Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik

Koordinasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan

Koordinasi, monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan

Koorainasi, monitoring dan evaluasi pendayagunaan aparatur daerah
Monitering, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilhan Kepala Desa (PILKADES)
Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa

Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD)
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32,
32.01.
33
33.01.
33.02.

33.03.
33.04.

33.05.

33.06.

34,

34.01.
34.02.
34.03.
34.04.
34.05.
34.06.
34.07.
34.08.
34.00.
34.10.

35,
36.

36.01.
36.02.
36.03.
36.04.
36.05,
36.06.

KT

37.01.
3r.02.
37.02.
37.04.
37.05.

38

38.01.

38.02.
38.03.
38.04.
38.05.
38.06.
38.07.
38.08.
38.09.

Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan
Penanganzn Kasus Peradilan
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Pemantauan Dan Penyebarluasan Inforinasi Potensi Bencana Alam

Pengadaan lempat Penampungan Sementara Dan Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban

kencana alam

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam

Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

Bintek dan Pelatihan SAR

Fasilitasi Simulasi Penanyanan Darurat Bagi Masyarakal/ Pelajar

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana
Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses Assesment (DALA)

Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment (PDNA)

Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana
Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana

Fasilitasi dan Koordinasi Uperasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuvasi dan Penanganan Pengungsi
Pemeliharaan dan Perawitan Peralatan Bencana

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberian Bantuan Korban Bencana

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pendidikan Kedinasan (kepegawaian)

Pendidiken dan pelatihan teknis

Pendidikan penjerjangan struktural

Pemantauan dan 2valuasi penyelenggaraan pendidikan

Pembuatan buku juknis/juklak

Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan

Peningkatan ketrampifan dan profesionalisme

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (kepegawaian)
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Pendidikan dan petatinan teknis tugas dan fungsi bag: PNS daerah
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Penyelenggaraan Bintek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Program Pembinaan dax Pengembangan Aparatur (kepegawaian)
Pembinaan Karier PNS

Seleksi penerimaan calon PNS

Penempatan PNS

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Penyusunan instrumen analisis jobatan PNS

Seleksi dan penelapan PNS untuk tugas belajar

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
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38.10.
38.11.
38.12.
38.13.
38.14.

38.15.
38.16.
38.17.
36.18.
38.19.
38.20.
38.21.

39.

3001,
39.02.
39,03,
39,04,
30,05,
30,06,

40,01,
40.02.

Kajlan sistem dan kualitas materi diklat PNS

Pemberian bantuan tugas belajar dan Ikatan dinas

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Penyelenggaraan dikiat teknis, fungsional dan kepemimpinan

Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul,
Penyusunan Pedoman Diklat)
Koordinasi Penyelenggaraan diklat

Penyelenggaraan sumpah janji PNS

Kajian Kinerja Pegawai Negri Sipil

Pembinaan Kedisiplinan PNS

Penyusunan Fermasi PNS Daerah

Manajemen Pengeloiaan Data Pegawai

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pelimpahan Kewenangan Kepada Kecamatan

Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Tata Pererintahan

Keqiatan Pelimpahan Kevsenangan Bidang Pembangunan

Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Keqiatan Pelimpahan Kewenangan Bidan Ketrentraman dan ketertiban umum
Kegiaian Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
kegiatan Pelimpahian kewenanyan Bidanq Pelayanan Umum

Program Pelayanan Mausyarakat Tingkat Kelurahan

Kegiatan Tata penierintahan Ketentraman oan Ketertiban Masyarakat

Kegiatan Pembangunan [)an Kesejahteraan masyarakat

Urusan : 1.21. - KETAHANAN PANGAN

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.

15.01.
15.02.
15.03.
15.04,
15.05.
15.06.
15.07.
15.08.

15.09.
15.10.
15.11.
1512,

15.13.
15.14.
15.15.
15.16.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
Aralisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

Kajian rantai pasokan dar. pemasaran pangan

Monitoring, evaluasi dan pefaporan kebijakan perberasan
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
Pengembangan cadangan pangar daerah

Pengembanqan desa mandiri panyai

Pengembangan lumbung pangan desa

Pengembangan mode! distribusi pangan yang efisien
Peningkatan mutu aan keamanan nangan

Koordinasi kebijakan perberasan

Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi

Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan

Hal 43 dari 55




15.17.
15.18.
15.19.
15.20.
15.21.

Fasilitasi Distribusi / Penyaluran beras untuk keluarga miskin

Pemantaatan pekarangain unluk pengembangan pangan

Pengembangan parbinihan/perbibitan

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu oroduk perkebrinan, produk pertanian

Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan aan Gizi

Urusan : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.

15.01.
15.02.
15.03.
15.04.
15.05.

16.
16.01.
16.02.
16.03.
16.04.
16.05.
16.06.
16.07.
17.

17.01.
17.02.
17.03.
17.04.
18.

18.01.
18.02
18.03.
15.04.
19,

19.01.
20,

Program Peningkatan Ke;;dayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
Pendampingan dan pengembangan P2KP/PNPM(Paket dan Replikasi)

Pendampingan/Pengembangan prograni pengembangan kecamatan/program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
Program penyembangan lembaga ekonori pedesaan

Pelatihan ketrampilan usaha hudidaya tanaman

Delalihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

Pelatihan ketrampilan usalia industri kerajinan

Pe'atihan ketrainpilan usaha pertanian dan pertemakan

Fasilitasi permodalan bayi usaha mikro kecil dan menengah Qi perdesaan
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program penir,gkatan partisipasi masyarakat dalam menbangun desa
Pemnbinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Felaksanaan musyawarah pambangunan desa

Pembeiian stimulan pambangunan desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporarn

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemi rintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
Pelatihan aparatur pe.nerintch desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
Selatihan aparatur pemwrintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan ‘

Program peningkatan peran pefempuan di perdesaan

Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha ekonomi Produktif

Program dst..........

Urusan : 1.23. - STATISTIK

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.
15.01.

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
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Pengolahan, updating dan analisis daia dan statistik daerah

15.02.
15.03. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
15.04. Pengolahan, updating dan analisis data PORB

Urusan : 1.24. - KEARSIPAN

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
1 - 2
15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
15.01. Pembangunan data base informasi kearsipan
15.02. Pengumpulan data
15.03. Pengklasifikasikan data
15.04. Penyusunan sistem katalog data
15.05. Pengadaan sarana penyimpanan
15.06. Kajian sistem administrasi kearsipan
15.07. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
16.02. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dulam bentuk informatika
16.04. Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
17.01. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
17.02. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
17.03. Moniltoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
18.01. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
18.02. Penyediaan sarana layanan informasi arsip
18.03. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
18.04. Bimbingan teknis kearsipan

Urusan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15,
15.01.
15.02.
15.03.
15.04,
15.05.
15.06.
15,07,

16.
16.01.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Penelitian dan pengembangan iimu pengetahuan dan teknologi
Pengadaan alat studio dan komunikasi

Pengkajian dan pengembangan sistem intormasi

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan kémunikasi
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17.

17.01.
18.

18.01.
18.02,
18.03.
18.04.

18.05.
18.06.
18.07.

19.

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Program kerjasama informasi dan media massa

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Penyebariuasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Kegiatan Penyebarfuasan Informasi Pembangunan daerah Melalui Peresmian Proyek se
Kabupaten Semarang

kegiatan penyebariuasan informasi Pembangunan Melalui Operas‘onal Radio Suara Serasi
Kegiaten Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advedtorial

Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gema
Serasi
Programdst............oevveennnnns

Urusan : 1.26. - PERPUSTAKAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE
1 - - 2

15. Prugram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

15.01. Pemasvarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar

15.02. Pengembangan minal dan budaya baca

15.03. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

15.04. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kepustakaan

15.05. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

15.06. Penyelenggaraan kordinasi pengembangan hudaya baca

15.07. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca

15.08. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

15.00. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

15.10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

16. Program dst....

Urusan: 2.01. - PERTANIAN

KODE

1

PROGRAM DAN KEGIATAN
2

15.

15.01.
15.02.
15.03.
15.04.
15.05.
16.

16.01.
16.02.
16.03.

Program Feningkaltar; Kesejahteraan Petani

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis . )
Penyuluhan dan pendampingan petani aan pelaku agrobisnis
Peningkatan kemampuan lembaga petani

Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani
Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
Program Peningkatan Produksi Pangan

Penanganan aaerah rawan pangan

Penyusunan data base potensi produk pangan

Monitoring, evatuasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
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16.04.
16.05.
16.06.
16.07.

16.08.
16.08.

16.10.

16.11.
16.12.
16.13.
16.14.
16.15.
16.16.
16.17.
16.18.
16.19.
16.20.
16.21.
16.22.
15,23.

17.

17.01.
17.02.

17.03.

17.04.
17.05.

17.06.

17.07.
17.08.

17.09.

17.10.

17.11.
17.12.

17.13.
18.

18.01.

18.02.
18.03.
18.04.
18.05.
18.06.

Penanganan nasca panen dan pengolanan hasil pertanian

Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, nalawija

Pengembangan diversi‘ikasi tanatnan

Pengembangan pertanian pada lahan kering

Pengembangan perbenihan/perbibitan

Pengembangan sistem informasi pasar

Koordinasi perumusan hebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi

Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya

Penelitian dan pengembarngan teknologi pasca panen

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
Penyuluhan sumber pangan alternatif

Pengembangan Intensifiasi tanaman hortikuftura

Pengembangan kawasan hortikultura

Penanganan statistik tenaman pangan dan hortikultura

Perlindungan lanaman pangan dan hortikultura

Pengelolaan lahan dan air tanaman pangan dan hortikultura

Fengawasan peredaran pupuk dan pestisida

Monitorng, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Fasilitasi kerjasama regioanalinasioanaliinternasional penyediaan hasil produksi
pertanian/perkebunan komplementer

Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil
aertanian/perkebunan

Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan

Pemeiiharan rutin'berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil
pertanian/perkebunan

Pemeliharan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebuanan

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem
ijon

Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang
akan dipasarkan

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produkei pertanian/perkebunan masyarakat

Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan
dipasarkan ‘
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Pemeliharaan ritin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Pelatihan dan bimbingan nengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
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18.07.
18.

19.01.
19.02.

19.03.

19.04.
19.05.

19.06.
18.07.

20.

20.01.
20.02.
20.03.

21.

21.01,
21.02.
21.03.
21.04.
21.05.
21.06.
21.07.

22,

22.01.
22.02.
22.03.
22.04.
22.05.
22.06.
22.07.
22.08.
22.09,

22.10.
22.11.

22,12,
23.

23.01.
23.02.

23.03.
23.04.
23.06.
23.06.
23.07.
23.08.
23.08.

| Monitoring dan evaluasi dana Bergulir dari Pemkot dan Pusat

Program peningkatan produksi pertanizniperkebunan
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Pengembangan hibit unggul pertanian/perkebunan

Setifikasi bibit unggul petanian/perkebunan

Penyusunan xebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertania;n
Pengembangan diversifikasi tanaman tembakau

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program pemberdayaar penyulun pertanianioerkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Peningkatan keseiahteraan tenaga penyuiuh pertanian/perkebunan
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Pendataan masalah peternakan

Pemeliharaan keseha'an dan pencegahan penyakit menular ternak
Pengendatian / Pemusnahan temak yang terjangkit penyakit endemik
Pengawasan perdagangan lemak antar daerah

Penigkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Temak
Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pioduksi hasil peternakan

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

Pexnbibitan dan perawatan lemak

Pendistribusian bibit temak keparla masyarakat

Penyuluhan pengelolzan bibit tenak yang didistribusikan kepada masyarakat
Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak

Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

Pengembangan agribisnis pertenakan

Peningkatar Sarana aan Prasarana Pelemakan

Operasionalisasi UPTD Perbibitan Temak Unggul

Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan

Fasilitasi Kerjasama regional/nasionaliinternasional penyeciaan hasil produksi petemakan
komplementer

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan
Pemeliharaan rutii/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
Pemeliharaan ruiin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan
Promosi atas hasil produksi petemakan unggulan daerah

Penyuluhan pemasaran produksi peternakan

Pembangunan pusat-pusat penarapungan produksi hasil peternakan masyarakat
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2310,
2311,
23.12.
2313
23.14,
2.

24.01.

24.02.
24.03.
24.04.
24.05.
24.06.

25,

2501,
25.02.
25.03.
25.04.

26,

Pengolahan informasi pe! mintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat

Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan
Pengembangan UJsaha Agribisnis Pelemnakan

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

| Penelitian dan pengembangan teknologi petemekan tepat guna

Pengadaan sarana dan prasarana leknologi petemakan tepat guna

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi petemakan tepat guna

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi petemakan tepat guna

Monitoriny, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengamanan protuk hewan dan ikutannya

Pengendalian, Penanggu'angan Penyakit Zounosa dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan
Operasionalisasi UPTD RPH / RPU

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesmavet

Program dst...........

Urusan : 2.02. - KEHUTANAN

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.

15.01.
15.02.
15.03.
15.04.
15.06.
15.06.
15.07.
15.08.
15.09.

16.

16.01.
16.02.
16.03.
16.04.
16.05.
16.06.

16.07.
17,

17.01.
17.02,

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pembenlulkan kesatuan pengelolaan hutan produksi

Pengembangan hutan tanaman

Pengembangan hasil hutan non-kayu

Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

Optimalisasi PNBP

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
Pembuatan bibit/benih tanaman Fehutanan

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
Pemeliharaan kawasan hutan industi dan hutan wisata

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Perlindungun dan konservasi sumber daya hutan

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Sosialisasi penceganan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
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17.03.
17.04.
17.05.
18.

18.01.
19.

19.01.
19.02.
19.03.

19.04.
19.05.
20.
20.01.
20.02.
21.

Bimbingan tekmis pengendalian kebakaran |.utan dan lahan
Penanggulangan kebakaran baton dan lahan

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
Program pemanfaatan kawasan baton industri

Pertanian tanaman palawija, padi gogurancah

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan I_
Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelclaan industri hasil hutan

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil
hutan
Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan

Monitoring, evaluasi dan nelaporan
Program perencanaan dar pengembangan baton
Pengembangan hutan masyarakal adal

Pendampingan kelompok usaha pernutanan rakyat

Program dst..........

Urusan : 2,03, - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
1 i 2
15 | Prograin pembinaan dan pengawasanr bidang pertambangan
15.01. Penyusunan regulasi Pertambar,gan Mireral Bukan Logam dan Batuan
15.02. Penyusunai Regulasi Petambangan panas Bumi
15.03. Penytuisunan Regulasi Pemanfaatan Air Tanah
15.04, Sosialisasi Peraiuran pertambangan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah
15.05. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan mineral bukan logam
dan batuan
15.06. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemanfaataan air tanah
15.07. Penyusunan Data potensi Mineral bukan logam dan batuan
15.08. Penyusunan Data Potensi Cekungan Air Tanah
15.09. Penyusunan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan
15.10. Penyusunar. Wilayah pertambangan rakyat
15.11. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
16. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
16.01. Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
16.02. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan
rakyat
16.03. Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
16.04. ‘Penyusunan Data Dasar Geologi dan sumber daya mineral
- Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
17.01. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
17.02. Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU
17.03. Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa
18. Program dst...
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Urusan : 2.04. - PARIWISATA

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.

15.03.
15.04.
15.05.
15.06.

15.08.

16.
16.01.
16.02.
16.03.
16.04.
16.05.
16.06.
16.07.
17,,
17.01.
17.02.
17.03.
17.04.
17.05.
17.06.
17.07.
17.08.
17.09.
18.

15.01.
15.02.

15.07.

15.09.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Analisa pasar untuk pron.osi dan pemasaran objek pariwisata

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Pengembangan jaringan kerja saina promosi pariwisata

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
Pengembangan Statistik Objek dan Daya Terik Wisata

Pelatihan pemandu wisata le padu

Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan objek pariwisata unggulan

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Pengembanigan jenis dan paket wisata unggulan

Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyram pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
Pengembangan daerah lujuan wisata

Pengemhangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Frogram Pengembangan Kemitraan

Pangembangan dan penguatan.informasi can database

Pengembangan dan penguatan lithang, kebudayaan dan pariwisata

Pengembangan SOM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemihraan_pariwisata

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionafisme bidang pariwisata
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15,
15.01.
16.

16.01.
17.

17.01.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Pembinaan kelompok ekonoini masyarakat pesisir

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasun dan pengendalian sumberdaya
kelautan

Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya
laut
Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya faut
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18.

18.01.

19.

19.01.

20.

20.01.
2002.
20.03.
20.04.
20.05.
20.06.

2.

21.01.
21.02,
21.03.
21.04,
21,05.
21.06.
21.07.

22,

22.01.
22.02.
22.03.

23.

23.01.
23.02.
23.03.
23.04.
23.05.
23.06.

24,

24.01.

2.

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
Penyuluhan buoaya kelantan

Program pengembangan budidaya perikanan

Pengembangan bibit ikan unggui

Pendampingan pada kefompok tani pembudidaya ikan

Pembinaan dan pangembangan perikanan

Operasionalisasi Balai Benih lkan

Pembangunan Sarana dan Frasarana Perikanan Budidaya

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengembangan perikanan tangkap

Pendampinyan pada kelompok nelayan perkanan tangkap

Pembangunan lempat pelelangan ikan

Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan

Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Pemberdayaan relayan ¢an peningkatan pelestarian sumber daya ikan
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan

Kajian sistem penyuluhan perikanan

Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perikanan

Pengembangan sarana dan orasarana penyuluhan perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Kajian optimalisasi pengelnlaan dan pemasaran produksi perikanan
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Penyusunan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi perikanan
Promosi atas hasil produksi perikanan l
Ogperasionalisasi Pasar Ikan Heigenis

Peningkatan Sarana dan prasasana hasil Perikanan

Pragram pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Program dst..........

Urusan: 2.06. - PERDAGANGAN

KODE

PNOGRAM DAN KEGIATAN

1

2

15.
15.01.

15.02.
15.03.

15.04.
15.05.

Program Perlindungan Konsumen dan pengarrianan perdagangan

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar
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.Q'

15.06.
15.07.
15.08.

16.

16.01.
16.02.
16.03.
16.04.
16.05.

17.

17.01.
17.02.
17.03.
17.04,
17.06.
17.06.
17.07.
17.08.
17.09.
17.10.
1741,
17.12.

18.

18.01,
18.02.
18.03.
18.04.
18.05.
18.06.
18.07.
18.08.
18.08.

19.

19.01.
19.02.
16.03.
19.04.
19.05.
19.06.

20.

Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana Pasar

Penangkatan Pengawasan Barang Kena Cukai

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pogram Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
Penyiapan data base kuota sefiap jenis barang dan jasa
Penyebarluasan informasi database kuola sefiap jenis barang dan jasa
Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan intemasional
Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang

Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan intetnasional

Program Peningkatan can Pengembangan Ekspor

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industr
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor

Pengembangan data base informasi potensi unggulan

Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional

Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
Membangun jejaring dengan eksporlir

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait
Pengembangan kluster produk ekspor '

Peningkatan kapasitas lab penguji muiu barang ekspor dan impor
Pembangunan promos| perdagangan internasional

Program Peningkatan Efisiensi Ferdagangan Dalam Negri
Penyempurnaan perangkat peraluran, kebijakan dan pelaksanaan operasional
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Pengembangan pasar lelang daerah

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagannan

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri

Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi

Program Pembinaan pedagang kaki lima Jan asongan

Kegiatan pembinaan organisusi pedagang kakilima dan asongan

Kegiatan penyuluhan peringkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima'dan asongan
Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Kegiatan pengawasan mutu dagangar pedagang kakilima dan asongan

Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan

Program dst..........

Hal 53 dari 55




Urusan : 2.07. - PERINDUSTRIAN

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

z

15.

16.

11.

18.

19.

20.

15.01.
15.02.
15.03.
15.04.
15.05.
15.06.

16.01.
16.02.
16.03.
16.04.
16.05.
16.06.
16.07.

17.01.
17.02.
17.03.
17.04.

18.01.
18.02.
18.03.

19.01,
19.02.

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi

Palayanan pengembanyan modal ventura dan inkubator

Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi

Pergembangan kapasitas pran: ta pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

Penguatan kemampuan industri berbasis teknoiogi

Program Pengembangar: industri Kecil dan Menengah

Fasilitasi bagi industn kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
Femberian kemudihan izin usaha industri kecil dan menengah

Pemherian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
Moniloting, evalnasi Jan pelaporan

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pembinaan kemampuan ieknologi industri

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Perluasan penerapan SNI untuk rmendorong daya saing industri manufaktur
Perluacan penerapan standar produk industri manufaktur

Program Penataan Struktur Industri

Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir

Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Pembanqunan akses transportasi sentra-sentra indrustri potensial

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyaraka.t

Program dst....... i

Urusan: 2 08, - TRANSMIGRASI

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN
2

15.

15.01.

15.02.

15.03.

15.04.
15.05.

16.

Program Pengembangan Wilayzh Transmigrasi

Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di
perbatasan

Peningkatan kerjacama antar wilayah, antar pelaku dun antar sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
Penyediaan Lembaqga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi

Pengerahan dar: fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan
SDM

Program Transmigrasi Lokal
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16.01.
16.02.

17.

17.01.
17.02.

18.

Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Pelatihan transmigrasi lokal
Program Transmigrasi Regional
Penyuluhan transmigrasi regional
Pelatihan transmigrasi regional

Program dst...

PATI SEMARANG
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LAMPIRAN Vil

KODE REKENING BELANJA DAERAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR  :109 TAHUN 2012

TENTANG

KODE  REKENING PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Rekenina Uraian
1 2

5. BELANJA DAERAH
5.1. Belanja Tidak Langsung
5.1.1. Belanja Pegawai
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PN3/Uang Representasi
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional
5.1.1.01 05. Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06. Tunjargan Beras 1)
5.1.1.01.07. Tunjangan PFh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09. luran Asuransi Kesehatan
5.1.1.0%.10. Uang Paket 1)
5.1.1.01.11, Tunjangan Badan Musyawarah 2)
51.1.01.12. Tunjangan Komisi 2)
5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 2)
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehc:matan 2)
5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)
5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 2)
5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 1)
5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 2)
5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pirmpinan DPRD
5.1.1.01.21. Tunjangan Profesi guru
5.1.1.01.22. Tunjangan Penygamanan Persandian
51.1.01.23. Tunjangan Bahaya Radiasi
5.1.1.02. Tambahan Pengliasilan PMNS
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban keria
5.1.1.02.02. Tambahan Penyhasiian berdasarkan tempat bertugas
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan préstasi kerja
5.1.1.02.08. Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negri Sipil Daerah

Hal 1 dari 29



Uraian -

Kode Rekenina
1 2

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5.1.1.03.01. Belanja Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Operasionz.| KDHMWKDH
5.1.1.04. Biaya "emungutan Paojak Daerah dan Jasa Pelayanan
5.1.,1,04.01. Biaya pemungutan PBB
5.1.1.04.02. Biaya pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05, Belanja Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah
5.1.1.05.01. Belanja Insentif pe:mungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.02. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.2, Belarja Bunga
5.1.2.01. Bunga Utang Pinjaman
5.1.2.01.01. Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.2.01.02. Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.2.01.03. Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.2.01.04. Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
5.1.2.02. Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.01. Bunga Utang Obligyasi
51.3. Belanja Subsidi
5.1.3.01. Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5.1.3.01.01. Belanja Subsidi kepada Perusahaan....
5.1.3.01.02, Belanja Subsidi kepada Lembaga
514, Belanja Hibah
5.1.4.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.4.01.01. Pemerintah Pusat
5.1.4.02. Belanja Hibah kepada Pemerintan Daerah lainnya3)
5.1.4.02.01. Pemerintah Daerah lainnya
5.1.4,03. Belanja Hibah l:epada Pemerintahan Desa
5.1.4.03.01. Pemerintahan Desa...
5.1.4.04. Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4)
5.1.4.04.01. Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN..
5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Nrganisasi Kemasyarakatan
5.1.4.05.01. Belanja Hibah untuk nrganisasi kemasyarakatan
5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Masyarakat
5.1.4.06.01. Belanja hibah kepada Masyarakat
5.1.4.07. Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan
5.1.4.07.01. Belania Hibah kepada Satuan Pendidikan (DAK Bidang Pendidikan)
5.1.4.07.02, Belanja Hitah untuk |.embaga Satuan Pendidikan Swasta
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Uraian

Kode Rekenina
1 2
5.1.4.08, Belanja Hibah Kepaaa Instansi Vertikal
5.1.4.08.01. Belanja Hibah Kepada KPUD Kabupaten Semarang
5.1.4.08.02. Belanja Hibah Kepada Panwaslu Kabupaten Semarang
5.1.4.08 03. Belanja Hibah Kepada Kodim 0714 Salatiga
5.1.4.09. Belanja Hibah Dana BOS
5.1.4.09.01, Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta
5.1.4.09.02. Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial
5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non P'emerintah
5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Scsia! kepada Lembaga non Pemerintah
5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat
5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5.1:5.03.01. Belanja Bantuan Sosial kepada individu
5.1.5.04.01. Belanja bantuan kepada Patai Politik
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.1.6.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
51.6.01.01. Relanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...
5.1.6.01.02. |
5.1.6.01.03. e
5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Keparda Kabupaten/Kota
5.1.6.02.01. Belanjz Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ...
5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...
5.1.6.04. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.04.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kcta ...
5.1.6.04.02. Bagi hasil Retribusi Daerah kepada RP3
5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah {epada Peinerintahan Desa
5.1.6.05.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...
51.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
5.1.7.01. Belanja Buntuan Keuangan kepada Provinsi
5.1.7.01.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi ......
5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kebupaten/Kota
5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota ... ...
5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepatia Desa
5.1.7.03 01. Belanja Bantuan Keuangan kepdda Desa
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Uraian

Kode Rekenina
1 2

5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya

5.1.7.04.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ...

5.1.7.04.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota .....

5.1.7.04.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ...

5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

5.1.7.05.01, PDIP

5.1.7.05.02. PARTAI GOLKAR

5.1.7.05.03. PKB

5.1.7.05.04, PPP

5.1.7.05.05. PAN

5.1.7.05.06. PKS

5.1.7.05.07. PARTAI DEMOKRAT

5.1.7.05.08. PKPI

5.1.7.05.09. PARTAI GERINDRA

5.1.7.05.10. PARTAI HANURA

5.1.7.06. Belanja Bantvan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Getasan

5.1.7.06.01. Desa Nogosaren

5.1.7.06.02. Desa Toloxan

5.1.7.06.03. Desa Sumogawe

5.1.7.06.04. Desa Ngrawen

5.1.7.06.05, Desa Manggihan

5.1.7.06.06. Desa Samirono

5.1.7.06.07. Desa Tajuk

5.1.7.06.08. Desa Getasan

5.1.7.06.09. Desa Batur

5.1.7.06.10. Kopeny

51.7.0611. Cesa Jetak

5.1.7.06.12, Desa Polobo

5.1.7.06.13. Desa Wates

5.1.7.07. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Tengaran

5.1.7.07.01. Desa Barukan

5.1.7.07.02. Desa Tegalwatcn

5.1.7.07.03. Desa Butuh

5.1.7.07.04. Desa Klero

5.1.7.07.05. Desa Bener

5.1.7.07.06. Desa Sruwen
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Kode Rekenina

Uraian

1

5.1.7.07.07.
51.7.07.08.
5.1.7.07.09.
5.1.7.07.10.
5.1.7.07.11.
5.1.7.07.12.
5.1.7.07.13.
5.1.7.07.14.
5.1.7.07.15.

5.1.7.08.

5.1.7.08.01.
5.1.7.08.02.
5.1.7.08.03.
5.1.7.08.04.
5.1.7.08.05.
5.1.7.08.06.
5.1.7.08.07.
5.1.7.08.08.
5.1.7.08.09.
5.1.7.08.10.
5.1.7.08.11.
5.1.7.08.12.
5.1.7.08.13.
5.1.7.09.
5.1.7.09.01.
5.1.7.09.02.
5.1.7.09.03.
5.1.7.09.04.
5.1.7.09.05.
5.1.7.09.06.
5.1.7.09.07.
5.1.7.09.08.
5.1.7.09.09.
5.1.7.09.10.
51.7.09.11,

5.1.7.09.12,

Desa Tegalrejo
Desa Cukil

Desa Tengaran
Desa Regunung
Desa Sugihan
Desa Patemon
Desa Duren

Desa Karangduren
Desa Nyamat

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Susukan
Desa Muncar

Desa Sidoharjo
Desa Tawang

Desa Badran

Desa Ngasinan

Desa Koripan

Desa Timpik

Desa Ketapang

Desa Kemetul

Desa Kenteng

Desa Susukan

Desa Gentan

Desa Bakairejo
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Suruh
Desa Purworejo

Desa Sukorejo

Desa Suruh

Desa Kebuwan

Desa Cukilan

Desa Gunungtumpeng
Desa Medayu

Desz Reksosari

Desa Bonomerto
Desa Dersansar

Desa Kedtingringin

Desa Krandon Lor
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Uraian

Kode Rekenina
1 2
5.1.7.09.13. Desa Plumbon
5.1.7.09.14. Desa Dadapayam
5.1.7.09.15. Desa Ketanggi
5.1.7.09.16. Desa Bejilor
5.1.7.09.17, Desa Jatirejo
5.1.7.10. Belanja Bantuan Keunangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Papelan
5.1.7.10.01. Desa Pabelan
51.7.10.02. Desa Tukang
5.1.7.10.03. Desa Giling
5.1.7.10.04. Desa Terban
5.1.7.10.05. Desa Sukoharjn
5.1.7.10.,06. Desc Karanggendang
5.1.7.10.07. Desa Kauman Lor
5.1.7.10.08. Desa Bejaten
5.1.7.10.09. Desa Glawan
5.1.7.10.10. Desa Kadirejo
LR e o Desa Padaan
5.1.7.10.12. Desa Bendungan
51.7.10.13. Desa Segiri
5.1.7.10.14, Desa Sumberejo
5.1.7.10.15. Desa Ujung-ujung
5.1.7.10.16. Desa Semowo
5.1.7.10.17. Desa Jembrak
51.7.11. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Tuntang
5.1.7.11.01. Desa Karangtengah
5.1.7.11.02. Desa Karanganyar
5.1.7.11.03. Desa Tlngn
5.1.7.11.04, Desa Watuagung
5.1.7.11.05. Desa Jombor
5.1.7.11.086. Desa Kalibeji
51.7.11.07. Desa Candirejo
5.1.7.11.08. Desa Lopait
5.1.7.11.09, Desa Rowosari
5.1.:7:11,10. Desa Sraten
5.1.7.11.11. Desa Tuntang
51.7.11.12, Desa Tlompakan
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Uraian

Kode Rekening
1 2

51.7.11.13. Desa Ngajaran

51.7.11.14, Desa Kesongo

5171118 Desa Gedangan

5.1.7.11.16. Desa Delik

5.1.7.12. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Banyubiru

5.1.7.12.01, Desa Wirogomo

5.1.7.12.02. Desa Kebondowo

5.1.7.12.03. Desa Gedong

5.1.7.12.04. Desa Rowoboni

5.1.7.12.05. Desa Tegaron

5.1.7.12.06. Desa Kemambang

5.1.7.12.07. Desa Kebumen

5.1.7.12.08. Desa Sepalkung

5.1.7.12.09. Desa Banyubiru

5.1.7.12.10. Desa Ngrapah

5.1.7.13. Belania Bantﬁan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Jambu

5.1.7.13.01. Desa Rejosari

5.1.7.13.02. Desa Kelurahan

5.1.713.03. Desa Kebondalem

5.1.7.13.04. Desa Genting

5.1.7.13.05. Desa Kuwarasan

5.1.7.13.06. Desa Jambu

51.7.13.07. Desa _Brongkor

51.7.13.08. Desa Gemawang

5.1.7.14, Beldnja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Samowono

5.1.7.14.01. Desa Bumen

5.1.7.14.02. Desa Duren

5.1.7.14.03. Desa Pledokan

5.1.7.14.04. Vesa Candigaron

5.1.7.14.05. Desa Kemitir

5.1.7.14.05. Desa Sumowono

5.1.7.14.07. Desa Jubelan

51.7.14.08. Desa Ngadikerso

5.1.7.14.09. Desa Piyanggang

5.1.7.14.10. DesaMendongar,

517.14.11. Desa Losari
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Kode Rekenina

Uraian

2

51.7.14.12.
51.7.14.13,
51.7.14.14.
5.1.7.14.15.
5.1.7.14.16.

5.1.7.15.

5.1.7.15.01.
5.1.7.15.02.

5.1.7.16.

5.1.7.16.01.
5.1.7.16.02.
5.1.7.16.03.
5.1.7.16.04.
5.1.7.16.05.
5.1.7.16.06.
5.1.7.16.07.

5.1.7.17.

5.1.7.17.01.
5.1.7.17.02.
5.1.7.17.03.
5.1.7.17.04.
5.1.7.17.05.
5.1.7.17.06.
5.1,7.17.07.
5.1.7.17.08.
51.7.17.09.
51.7.17.10.
51.7.17.11.
51.7.17.12.
5.1.7.17.13.
5.1.7.17.14.
5.1.7.17.15.
5.1.7.17.16.
5.1.7.18.

5.1.7.18.01.

Desa Keseneng
Desa Kebonagung
Desa Trayu

Desa Lanjan
Desa Kemawi

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Ambarawa
Desa Bejaien

Desa Pasekan

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Bawen
Desa Doplang

Desa Lemahireng
Desa Polosiri
Desa Poncorusc
Desa Kandangan
Desa Samban
Desa Asinan

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Bringin
Desa Truko

Desa Rembes
Desa Gogodalem
Desa Kalijampe
Desa Sambirejo
Desa Nyemoh
Desa Tempuran
Desa Lebak
Desa Wiru
Desa Tanjung
Desa Banding
Desa Popongan
Desa Kalikurmo
Desa Bringin
Desa Pakis
Desa Sendang

Belanja Bantuan Kevangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Bergas

Desa Randugunting

Hal 8 dari 29




Uraian

. Kode Rekenina
1 2

5.1.7.18.02. Desa Gebugan

5.1.7.18.03. Desa Jatijajar

5.1.7.18.04. Desa Gondorivo

5.1.7.18.05. Desa Pagersai

5.1.7.18.06. Desa Wringinputih

5.1.7.18.07. Desa Munding

5.1.7.18.08. Desa Bergaskidul

5.1.7.18.09. Desa Diwak

5.1.7.19. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Pringapus

5.1.7.19.01. Desa Wonoyoso

5.1.7.19.02. Desa Penawangan

5.1.7.19.03. Desa Wonorejo

5.1.7.19.04, Desa Klepu

5.1.7.19.05. Desa Jatirunggo

5.1.7.19.06. Desa Derekan

51T 19.07: Desa Pringsari

5.1.7.19.08. Desa Candirejo

5.1.7.20. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan

Bancak

5.1.7.20.01, Desa Pucung

5.1.7.20.02, Desa Bantal

5.1.7.20.03. Desa Jlumpang

5.1.7.20.04. Desa Plumutan

5.1.7.20.05. Oesa Wonokerto

5.1.7.20.06. Desa Rejosari

5§.1.7.20.07. Desa Boto

5.1.7.20.08. Desa Lembu

5.1.7.20.00. Desa Bancak

5.1.7.21. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah#n Desa di Kecamatan
‘Kaliwyngu

5.1.7.21.01. Desa Udanwuh

§.1.7.21.02. Desa Rogomulyo

51.7.21.03; Desa Papringan

5.1.7.21.04. Desa Jetis

§.1.7.21.05. Desa Payungan

5.1.7.21.06, Desva Kener

5.1.7.21.07. Desa Pager

5.1.7.21.08. Desa Mukiran
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Koda Rekenina
1 2
5.1.7.21.09. Desa Siwal
5.1.7.21.10. Desa Kradgeran
51.7.21.1% Desa Kaliwungu
5.1.7.22. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Ungaran Barat
5.1.7.22.01. Desa Nyatnyono
5.1.7.22.02. Desa Keji
5.1.7.22.03. Desa Lerep
5.1.7.22.04, Desa Branjang
5.1.7.22 05. Desa Kalisidi
5.1.7.22.06. Desa Gogik
5.1.7.23. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Ungaran Timur
5.1.7.23.01. Desa Kalongan
5.1.7.23.02. Desa Miuweh
5.1.7.23.03. Desa Leyangan
5.1.7.23.04. Desa Kalikayen
5.1.7.23.05. Desa Kawengen
5.1.7.24. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan
Bandungan
5.1.7.24.01. Desa Banyukuning
5.1.7.24.02. Desa Candi
5.1.7.24 03, Desa Jetis
5.1.7.24.04. Desa Sidomukti
5.1.7.24.05. Desa Jimbaran
5.1.7.24.06. Desa Pakopen
5.1.7.24.07. Desa Mililir
5.1.7.24.08. Desa Kenteng
5.1.7.24.009. Desa Duren
5.1.8. Belanja Tidak Terduga
"5.1.8.01, _ Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01.01, Belanja Tidak Terduga
5.2, Befanja Langsung
5.2.1. Belanja Pegawai
5.2.1.01. Honorarium PNS
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Pemeriksa dan Pengadaan)
15.2.1.01.03. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna

Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembanty Bendahara, Pengurus Barang)
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52.1.01 64_ Honorarium Khusus Kegiatan Pengawasan (Inspektorat)
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan
£.2.1.02.04. Dst...
5.2.1.03. Uang Lembur
5.2.1.03.01. Uang Lembur F'NS
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
5.2.1.04. Belanja Pegawal BLUD
5.2.1.04.01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
5.2.1.05. Honorarium Dana BOS
5.2.1.05.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5.2.1.06. Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
52.1.06.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
5.2.1.06.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
52.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ adminisirasi tender
5.2.2.01.03. Belanja alat listiik dan elektronik
5.2.2.01.04, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kekersihan dan bahai pembersih
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08, Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.09 Belanja pengisian air minum
5.2.2.01.10. Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan Medis
5.2.2.01.11. Belanja Bahan Pakai Haois Kesehatan Non Medis
§.2.2.01.12, Belanja Bahar Pakai Habis Untuk Posyandu
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia
5220206 Belanja bahar. Percontohan
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5.2.2.02.07. Belanja Bahan Sembako
5.2.2.02.08 Belanja Bahan Pakan Ternak
5.2.2.02.09 Belanja Piagam/Piala/sertifikat/uang pembinaan
5.2.2.02.10 Belanja Cinderamata, Fandel, Plakat dan Sejenisnya
52.2.02.11. Belanja Perlengkapan Felatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran, dsj.
52.2.0212 Belanja Paket Persalinan (Jamkesmas)
5.2.2.02.13. Belanja Paket Rawat Inap Perszlinan (Jamkesmas)
5.2.2.02.14. Belanja Paket Rawatl Inap Nori Persalinan (Jamkesmas)
5.2.2.02.15. Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor
5.2.2.05. Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01. Belanja teiepon
5.2.2.03.02. Belanja an
5.2,2,03‘03; Belanja listrik
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi (Uji Tera)
5.2.2.03.08. Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.10. Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5.2.2.03.11. Belanja jasa administiasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)
52.203.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi .
5220314 Belanja Jasa Pemasangan Listrik, Air, Telepon dan Gas
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Penguburan Mayat Tak Dikenal
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Restitusi Pajak Daerah
5.2.203.17. Belanja Jasa Pemeriksaaan Uji Laboratorium (Obat, Kesehatan dsj)
5.2.2.03.18. Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5.2.2.03.2n. Belanja Jasa Laundry/\Wassery
5.2.2.03.21. Belanja Nota Persetujuan NIP (penerimaan CPNS)
5.2.2.03.22. Belanja Tes Potensi (PCAP/QAP)
5.2.2.03.23. Belanja Ujian Dinas
5.2.2.03.24. Belanja Soal dan Koreksi Tes CPNS
5.2.2.03.25. Belanja Kontribusi Kenaikan Pangkat
5.2.2.03.26. Belanja Kontribusi Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5220327 4 Belanja Kontribusi penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis
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5.2.2.03.28. Belanja I<ontribusi Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
52203.29 Belanja Retritusi Sampah
5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pihak Ketiga ( oui sourching )
5.2.2.03.31. Belanja Jasa Pemeriksaan Kosehatan/Perawatan/Pengnbatan |
5.2.2.03.32. Belanja Jasa lainnya
5.2.2.04. Bolanja Premi Asu-ansi
5.2.2.04.01. Belanja Premi Acsurangsi Kesehatan 2)
5.22.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
52.2.04.03 Belanja Asuransi JAMSOSTEK
5.2.2.04.04 Belanja Asuransi Masyarakat Miskin
5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata
5.2.2.05. Belanja Puyrawatan Kendarazn Bermoior
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02. Be'anja IPenggnrm'an Suku Cadang
5.2.2.05.03. Belarja Bahan Rakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
5.2,2.05.05. delanja Su/at Tanda Nomor Kendaraar,
5.2.2.05.06. Belanja pepanjangan Surat ljin Mengemudi
5.2.2.08. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01. Belanja cetak
5.2.2.06.02, Belanja Penggandaar, (Fotocopy, Jilid)

§.2.2.07. Belanja Sewa Rumah!Gsdung,'Gudanngarklr
5.2.2.07.01. Belanje sewa rumah jabatan/rumah dinas
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

5.2.2.07.03, Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5.2.2.07.04. Belar,ja sewa tempat parkir'uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5.2.2.08, Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarara Mobilitas Darat

5.2.2,08.02. Belanja sewa Sarana Mobiitas Air

5.2.2.06.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara

5.2.2.09. Belanja Suwa Alat Berat

5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator

5.2.2.09.02. Belanja sewa Buldoser

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlergkapar dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.02. Beianja sewa komputer dan printer

5.2,2,10.03.

Belanja sewa proysktor
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5.2.2.10.04.
5.2.2.10.05.
5.2.2.10.06.
5.2.2.10.07.
5.2.2.10.08.
5.2.2.10.09.
5.2.2.10.10.
5.2.2.10.11
5.2.2.10.12
5.2.2.11.
5.2.2.11.01.
5.2.2.11.02,
5.2.2.11.03.
5.2.2.11.04.
522.11.05
5.2.2.12.
5.2.2.12.01.
5.2.2.12.02.
5.2.2.12.03.
5.2.2.12.04.
5.2.2.12.05.
5.2.2.12.06.
5.2.2.13.
52.2.13.01.
5.2.2.14,
5.2.2.14.01.
52.2.14.02.
5.2.2.14.03.
5.2.2.14.04.
5.2.2.15.
52.2.15.01.
52.2.15.02.
5.2.2.16.
5.2.2.16.01.
5.2.2.16.02.
5.2.2.16.03.
5.2.2.16.04,

Belanja sewa generator

Belanja sewa tenda

Belanja sewa pakaian adat/tradisional

Belanja Sewa Kaset / CD

Belanja sawa Tanaman Hias

Belanja sewa Pengharum ruangan

Belanja sawa Peralatan Makan Prasmanan
Belanja Sewa Software, Hardware, dan System
Belanja Sewa Sound System

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan aain minuman harian tamu
Belanja makan dan minum Petugas Piket
Belanja makanan dan minuman harian pasien
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Belanja Pakaian Kerja

Belanja pakaian kerja lapangan

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Belanja pakaian KCRPRI

Belanja pakaian adat daeral

Belanja pakaian batik tradisicnal

Belanja pakaian olahraga

Belunja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja beasicwa tugas belajar D3

Belanja beasiswa tugas belajar S1

Belanja beasiswa tugas belajar S2

Belanja beasiswa tugas belajar $3
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5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
52247482 Belanja sosialisasi
5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis
5.2.2.17.04. Belanja Dikiat Penjenjangan
5.2.2.17.05. Belanja Diklat Teknis/Fungsional
5.2.2.18. Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.2.2.18.01. Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5.2.2.18.02. Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5.2.2.19. Belanja Pemutangan Pegawal
52219.01. Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
52.218.02. Belanja pemulangan pegawai yang pensiun [uar daerah
5.2.2.19.03. Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung Pertemuan
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung/Rumah Dinas
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Menara, Prasasti, Tugu Sejarah
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik
5.2.2.20.08. Belanja Pemelihara.an Alat-alat Pumah Tangga
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon
5.2.220.11. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutar; Tak Bermotor
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Buku, Terbitan Berkaia, Arsip Daerah
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Barang Sercorak Kesenian dan Kebudayaan
5222014 Biaya Pemeliharaan Alat-alat/Reagent Laboratorium
5.2.2.20.15. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan
5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan (RSU, Dinkes)
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultan
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Peneliti
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawas
5.2.2.22. Belanja Pendidikan dan Pembinaan Non PNS (Anak Didik)
5.2.2.22.01. Belanja Eeasiswa Anak Didik
5222202 Belanja Pembinaan Non PNS

Hal 15 dari 28
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5.2.2.23. Belanja Hibah Bararng dan Jasa yang Kepemilikannya Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

5.2.2.23.02. Eelanja Hibah Kontruksi/ Bangunan

5.2.2.23.05. Belanja Hibah Peralatan

5.2.2.23.08. Belanja Hibah Bahan/ Material (al. bahan baku bangunan, bibit tanaman, bibit
ternak)

5.2.2.24, Belanja Barang dan Jasa BLUD

52.2.24.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD

5.2.2.25. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

52.2.25.01. Belanja Barang Dana BOS

5.2.2.26. Belanja Barang Yang akan dijual kepada masyarakat/ Pihak Ketiga

5.2.2.26.01. Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat

5.2.2.26.02. Belanja Barang yang akan dijual kepada Pihak ketiga

5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial yang Kepemilikannya Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/ Masyarakat

5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Bangunan/ Kontruksi

5.2.2.27.02. Belanja Bantuan Sosial Peralatan

5.2.2.27.03. Belanja Bantuan Sosial Bahan/ Material (al. Sembako dll)

5.2.3. Belanja Modal

5.2.3.01. Belanja Modal Pengaraan Tanah

5.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan tanah kantor

5.2.3.01.02. Belanja modal Pengadaan tanah sarnna kesehatan rumah sakit

5.2.3.01.03. Belanja modal Pengadacn tananh sarana kesehatan puskesmas

5.2.3.01.04. Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik

5.2.3.01.05. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidika.n taman kanak-kanak

5.23.01.06. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar

5.2.3.01.07. Belanja modal Pengadaan {anah sarana pendidikan menengah umum dan
kejuruan

5.2.3.01.08. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan
kejuruan

5.2.3.01.09, Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus

5.2.3.01.10. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus

5.2.3.01.11. Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan

52.3.01.12. Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo

5.2.3.01.13. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal

5.2.3.01.14, Belanja modal Fengadaan tanah sarana umum dermaga

5.2.3.01.15. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis

5.2.3.01.16. Belanja modal Pengadaan tanah sarana uymum rumah potong hewan

5.2.3.01.17. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum empat pelelangan ikan

5.2.3.01.18. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar
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5.2.3.01.19.

5.2.3.01.20.
52.3.01.21.
52:3.0‘! 22,
5.2.3.01.23.
5.2.3.01.24.
5.2.3.01.25,
5.2.3.01.26.
5.2.3.01.27.

5.2.3.01.28.
52.3.01.29.
5.2.3.01.30.

52.3.01.31

5.2.3.02.

5.2.3.02.01.
5.2.3.02.02.
5.2.3.02.03.
5.2.3.02.04.
5.2.3.02.05.
5.2.3.02.06.
5.2.3.02.07.
5.2.3.02.08.
5.2.3.02.09.

5.2.3.03.

5.2.3.03.01.
52.3.03.02.
5.2.3.03.03.
5.2.3.03.04.
5.2.3.03.05.
5.2.3.03.06.
5.2.3.03.07.

5.2.3.03.08.
5.2.3.03.09.
5.2.3.03.10.

5.2.3.03.11.

5.2.3.03.12.

Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir
sampah

Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman

Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah

Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga

Belanja modal Mengadaan tanah perumahan

Belanja modal Pengadaan tanah partanian

Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan

Belanja modai Pengadaan tanah penkanan

Belanja modal Pengadaan tanah peternakan

Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan

Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material
bahan baku

Belanja Madal Pengadaan Tanah Untuk Sarana dan Prasarana Umum
Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Berat

Belanja modal Pengadaan traktor

Belanja modal Pengadaan buldozer

Belanja mocal Pengadaan stoom wals

Belanja modal Pengadaan eskavator

Belanja modal Pengadaan dump truk

Belanja modal Pengadaan crane

Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan

Belanje modal Pengadaar mesin pengolah semen

Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
Belanja mndal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
Belanja modal Pengadaan alat-alat zngkutan darat bermotor micro bus
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak,
tinja) '

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan dara.t bermotor ambulans

Belanja modsl Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam
kebakaran

Belanja modal Fengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
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5.2.3.03.13. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift'elevator
52.3.03.14. Belanja modal Pengadaan alat-alat a-ngkutan darat bermotor tangga berjalan
5.2.3.03.15 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Uji Kendaraan Bermotor
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.02. Belanja modal Pangadaan pedati/deiman/dokar/bendi/cidomo/andong
5.2.3.04.03. Belanja modal Pengadaan becak
5.2.3.04.04. Belanja modal Pengadaan sepeda
5.2.3.04.05. Belanja modal Pengadaan karavan
5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5.2.3.05.01. Belanja modal Fengadaan kapal motor
5.2.3.05.02. Brlanja modal Pengadaan kapal feri
5.2.3.05.03. Belanje modal Pengadaan speed boat
5.2.3.05.04. Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel
5.2.3.05.05. Belanja modal Pengadaan hydro fuil
5.2.3.05.06. Belanja modal Pengadaan jet foil
5.2.3.05.07. Belanja modal Pengadaan kapal tug boat
5.2.3.05.08. Belanja modal Pengadaan kapal tanker
5.2.3.05.09. Belanja modal Pengadaan kapal kargo
5.2.3.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
5.2.3.06.01. Belanja modal Pengadaan perahu layar
5.2.3.06.02. Belanja modal Pengadaan perahu sampan
5.2.3.06.03. Belanja modal Pengadaan perahu tongkang
5.2.3.06.04. Belanja modal Pengadaan perahu karet
5.2.3.06.05. Belanja moda! Pengadaan perahu rakit
5.2.3.06.06. Belanja modal Pengadaan perahu sekoci
5.2.3.07. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.07.01. Belanja modal Pengadaan pesawat kargo
5.2.3.07.02. Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang
5.2.3.07.03. Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter
5.2.3.07.04. Belanja modal pesawat pemadam kebakaran
5.2.3.07.05. Belanja modal Pengadaan pesawat capung
5.2.3.07.06. Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi
5.2.3.07.07. Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Alat Uji
5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan mesin las
5.2.3.08.02. Belanja modal Pengadaan mesin bubut
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5.2.2.23. Belanja Hibah Barang dan Jasa yang Kepemilikannya Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

5.2.2.23.02. Eelanja Hibah Kontrulksi/ Bangunan

5.2.2.23.05. Belanja Hibah Peralatan

5.2.2.23.06. Belanja Hibah Bahan/ Material (al. bahan baku bangunan, bibit tanaman, bibit
ternak)

5.2.2.24, Belanja Barang dan Jasa BLUD

52.2.24.01. Belanja Barang dan Jasz BLUD RSUD

5.2.2.25. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

5.2.2.25.01. Belanja Barang Dana BOS

5.2.2.26. Belanja Barang Yang akan dijual kepada masyarakat/ Pihak Ketiga

5.2.2.26.01. Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat

5.2.2.26.02. Belanja Barang yang akan dijual kepada Pihak ketiga

5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial yang Kepemilikannya Diserahkan Kepada Pihak
Ketigal Masyarakat

5.2.227.01. Belanja Bantuan Sosial Bangunan/ Kontruksi

5.2.2.27.02. Belanja Bantuan Sosial Peralatan

5.2.2.27.03. Belanja Bantuan Sosial Bahan/ Material (al. Sembako dll)

5.2.3. Belanja Moda!

5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan tanah kantor

5.2.3.01.02. Belanja modal Pengadaan tanah sarnna kesehatan rumah sakit

5.2.3.01.03. Belanja modal Pengada.n tanan sarana kesehatan puskesmas

5.2.3.01.04. Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik

5.2.3.01.05. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidika.n taman kanak-kanak

5.2.3.01.06. Belanja mndal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar

5.2.3.01.07. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan
kejuruan

5.2.3.01.08. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan
kejuruan

A2130109 Ralanja madal Pengadaan tanah saranz pendidikan luar biasalkhustus

5.2.3.01.10. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus

5‘2‘.3.01 ¥ Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan

5.2.3.01.12. Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo

5.2.3.01.13, Belanja modal Fengadaan tanah sarana umum terminal

5.2.3.01.14. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga

5.2.3.01.15. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis

5.2.3.01.16. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan

5.2.3.01.17. Belania modal Pengadaan tanah sarana umum empat pelelangan ikan

5.2.3.01.18. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar
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5.2.3.01.19. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir
sampah

5.2.3.01.20. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman

52.3.01.21. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat

5.2..3,01.22. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah

523.01.23. Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga

5.2.3.01.24. Belanja modal Pengadaan tanah perumahan

5.2.3.01.25. Belanja modal Pengadaan tanah partanian

5.2.3.01.26. Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan

5.2.3.01.27. Belania modai Pengadaan tanah perikanan

5.2.3.01.28. Belanja modal Pengadaan tanah peternakan

5.2.3.01.29. Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan

5.2.3.01.30. Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material
bahan baku

5.23.01.31 Belanja Madal Pengadaan Tanah Untuk Sarana dan Prasarana Umum

5.2.3.02. Belarja Modal Pengadaan Alat-aiat Berat

5.2.3.02.01. Belanja modal Pengadaan traktor

5.2.3.02.02. Belanja modal Pengadaan buldozer

5.2.3.02.03. Belanja mocal Pengadaan stoom wals

5.2.3.02.04. Belanja modal Pengadaan eskavator

5.2.3.02.05. Belanja modal Pengadaan dump truk

5.2.3.02.06. Belanja modal Pengadaan crane

5.2.3.02.07. Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan

5.2.3.02.08. Belanjz modal Pengadaar mesin pengolah semen

5.2.3.02.09. Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan

5.2.3.03.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat angikutan darat bermotor jeep

5.2.3.03.03. Belanja mndal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon

5.2.3.03.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus

5.2,3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat zngkutan darat bermotor micro bus

5.2.3.03.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck

5.2.3.03.07. tha)nja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak,
inja '

5.2.3.03.08. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks

5.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up

5.2.3.03.10. Belanja modal Pengadaar alat-alat angkutan dara.t bermotor ambulans

5.2.3.03.11. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam
kebakaran

5.2.3.03.12. Belanja modal Fengadaan alat-alat angxutan darat bermotor sepada motor
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5.2.3.03.13. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift'elevator
5.2.3.03.14. Belanja modal Pengadaan alat-alat aﬁgkutan darat bermotor tangga berjalan
5.2.3.03.15 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Uji Kendaraan Bermotor
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.02. Belanja modal Pangadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
5.2.3.04.03. Belanja modal Pengadaan becak
5.2.3.04.04. Belanja modal Pengadaan sepeda
5.2.3.04.05. Belanja modal Pengadaan karavan
5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5.2.3.05.01. Belanja modal Fengadaan kapal motor
5.2.3.05.02. Belanja modal Pengadaan kapal feri
5.2.3.05.03. Belanjz modal Pengadaan speed boat
5.2.3.05.04. Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel
5.2.3.05.05. Belanja modal Pengadaan hydro fuil
5.2.3.05.086. Belanja modal Pengadaan jet foil
5.2.3.05.07. Belanja modal Pengadaan kapal tug boat
5.2.3.05.08. Belanja modal Pengadaan kapal tanker .
5.2.3.05.09. Belanja modal Pengadaan kapal kargo
5.2.3.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
5.2.3.06.01. Belanja modal Pengadaan perahu layar
5.2.3.06.02. Belanja modal Pengadaan perahu sampan
5.2.3.06.03. Belanja modal Pengadaan perahu tongkang
5.2.3.06.04. Belanja modal Pengadaan perahu karet
5.2.3.06.05. Belanja moda! Pengadaan perahu rakit
5.2.3.06.06. Belanja modal Pengadaan perahu sekoci
5.2.3.07. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.07.01. Belanja modal Pengadaan pesawat kargo
5.2.3.07.02. Belanja modal Pengadaan pesawat penumpanq
5.2.3.07.03. Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter
5.2.3.07.04. Belanja modal pesawat pemadam kebakaran
5.2.3.07.05. Belanja modal Pengadaan pesawat capung
5.2.3.07.06. Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi
5.2.3.07.07. Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Alat Uji
5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan nesin las
5.2.3.08.02. Belanja modal Pengadaan mesin bubut
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5.2.3.08.03. Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak
5.2.3.08.04. Belanja maodal Pengadaan mesin kompresor
5.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Alat alat Uji Kendaraan bermotor
5.2.3.08.06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan dan Pertukangan
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09.01. Belanja modal Pengadaarn penggiling hasil pertanian
5.2.3.09.02. Belanja modal Pangadaan alat pengering gabah
5.2.3.09. 03. Belanja mocdal Pengadaan mesin bajak
5.2.3.09.04. Belanja modal Pengadaan alat penetaé
5.2.3.09.05 Belanja modal alat-alat pertanian
5.2.3.09.06 Belanja Mudal Alat-alat Peternakan
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.03. Belanja modal Pengadaan mesin stensil
5.2.3.10.04, Belanja modal Pengadaar mesin fotocopy, Laminating
5.2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan mezsin cetak
5.2.3.10.06. Belanja modal Pengadaan mesin jilid
5.2.3.10.07. Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kerias, plastik, dsj
5.2.3.10.09. Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik
52.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5.2.3.10.12. Belanja modal LCD, Proyektor
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.01. Belanja modal Pengadaan meja ganibar
52.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari
52.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas
5.2.3.11.04, Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board
5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penuniuk waktu
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan lektronik Kantor
5.2.3.11.08. Belanja Modal Diesel, Zenset, Generator, pompa air dsj
5.2.3.11.09. Belanja modal Tratak, Nursery
5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan “ralis
S v i U e Belanja Modal Pengadaan Tandon A/ Tangki Air
5231112 Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin, Exhouse Fan, ds;j.
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5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01. Belanja moda! Pengadaan komputer mainframe/server
52.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.05. Belanja modai Pengadaan scaner
5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitoi/display
5.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan CPU
5.2.3.12.08. Belanja modal F'engadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09. Belanja modal kelengkapan komputer ( software,flashdisk, mouse, keyboard)
523.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komi)uter
52.3.12.11. Belanja Modal F’engadaan Perangkat Lunak Komputer
5.2.3.12.12, Belanja Modal Pengadaan Komputer, Aplikasi, Sistem dan Kelengkapannya
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat
5.2.3.13.03 Belanja modal Pengadaan meja makan
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja
52.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat
5.2.3.13.06. Belanja modal Pengadaan kursi makan
52.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.3.13.10. Belanja modal meja dan kursi tamu, tunggu, sekolahan
5.2.3.13.11, Belanja modal podium
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas
52.314.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas
5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan lemari makan
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser
52.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.14.06. Belaja modal Pengadaan rak piring
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.01. Belanja modal Pengadaan fampu hias
5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dincing/meja
5231503 Belanja Modal Pengadaan Karpet / Wallpaper
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§.2.3.15.04. Belanja Modal Pengadaan Korden, Taplak dan sejenisnya
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor
5.2.3.17. Bulanja Modal Penagadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan felepon
5.2.3.17.02, Belanja modal Pengadaan faximili
5.2.3.17.03. Belania modal Pengadaan radio SSB
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5.2.3.17.05. Belanja modal Mengadaan radio VHF I
5.2.3.17.06. Belanja modal Pengadaan radio UHF
5.2.3.17.07. Belanja modal Pengadaan alat sandi
5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Antena
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18.01. Belanja modal Fengadaan timbangan
5.2.3.18.02. Belanja modal Pengadaan teodolite
5.2.3.18.03. Belanja modal Pengadaan alat uji emisi
5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS
5.2.3.18.05. 3elanja modal Pengadaan kompas/peralatan navicasi
5.2.3.18.06. Belanja modal Pengadaan bejana ukur
5.2.3.18.07. Belanja modal Pengadaan barometer
5.2.3.18.08. Belanja modal Pengaraan seismograph
5.2.3.18.09. Belanja modal Pengadaan ultrasonograph
5.2.3.19. Belanja Madal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19.01. Belanja mndal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
52.3.19.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT
5.2.3.19.04, Eelanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
$.2.3.19.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5.2.3.19.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak
5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan

5.2.3.19.08. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5.2.3.19.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5.2.3.19.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
52.3.19.11.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
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5.2.3.19.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
52.3.19.13. Belanja modal Pengadaan aiat-alat farmasi
52.3.19.14. Belanja modal Pengadaan alat-aiat penyakit dalam/intemnis
5.2.3.19.15. Selanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan
5.2.3.19.16. Belanja Modal F’engadaan Inventaris Ruang Rawat Inap/Rawat Jalan
5.2.3.20. Belanja Maodal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5.2.3.20.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5.2.3.20.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pg.-rtanian
5.2.3.20.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
5.2.3.20.0G. Belanja modal Pengadaen alat-alat laboratorium perkebunan
5.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
5.2.3.20.08. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
52.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
5.2.3.21.02. Belanja modal Pengidaan konstruksi jalan fly over
5.2.3.21.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass
5.2.3.22. Belanja Modal Pengzdaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.22.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung
52.3.22.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton
5.2.3.22.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.23. Belanja Modai Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan
5.2.3.23.02, Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk
5.2.3.23.03. Belanja modal Pengadazn konstruksi kanal permukaan
5.2.3.23.04. Belanja modal Pengadaan konstruks, kanal bawah tanah
5.2.3.23.05. Belanja modal Pengariaan konstruksi jaringan irigasi
5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
5.2.3.23.08. Belanja medal Pengadaan konstruksi pintu air
5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
5.2.3.24.02. Belanja modal Pengadaan lampu hias taman
5.2.3.24.03. Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota
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5.2.3.24.04. Belanja Modai ’engadaan Taman dan Hutan Kota
5.2.3.25. Belanja Modai Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25.01. Belanja modal I’engadaan instalasi listrik
5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.25.03. Belanja Modal Penambahan Daya / Penurunan daya Listrik
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.02. Belanjs modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5.2.3.26.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5.2.3.26.06. Belanja modal Fengadaan konsiruksi/pembelfian bangunan monumen
5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan
5.2.3.26.08. Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan sarana dan prasarana umum
5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan kanstruksi bangunan publikasi (reklame, panggung,
iklan)
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan buku matematika
5.2.3.27.02. Belanja modai Pengadaan buku fisika
5.2.3.27.03. Belanja modal Pengadaan buku kimia
5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan buku biologi
5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan buku biografi
5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan buku geografi
5.2.3.27.07. Belanja modal Pengadaan buku astronomi
5.2.3.27.08. Belanja modal Pengadaan buku arkeologi
5.2.3.27.09. Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
5.2.3.27 10. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
5.23.27.11. Belanja modal Pengadaan buku sejarah
5.2.3.27.12, Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
5.2.3.27.13. Relanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
£.2.3.27.14. Belanja modal Pengadaan buku ilmu per;getahuan sosial
5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan buku iimu pengetahuan dan teknologi
b2.32717. Belanju modal Pengadaan buku ensiklopedia
5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
52.3.27.19. Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5.2.3.27.20. Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan
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52.327.21.
5.2.3.27.22.
5.2.3.27.23.
£.23.27.24.
5.2.3.27.25.
5.2.3.27.26.
5.2.3.28.

5.2.3.28.01.
5.2.3.28.02.
5.2.3.28.03.
5.2.3.28.04.
5.2.3.28.05.

5.2.3.28.06.

5.2.3.28.07.

5.2.3.28.08.

5.2.3.29.

5.2.3.29.01.
5.2.3.29.02.
5‘2‘3‘29'03:‘
5.2.3.259.04.

5.2.3.30.

5.2.3.30.01.
5.2.3.30.02,
5.2.3.30.03.

5.2.3.30.04.

5.2,3.30.05,
5.2.3.30.06.

5.2.3.30.07.
5.2.3.30.08.
5.2.3.30.09.
5.2.3.30.10.
5.2.3.30.11.
5.2.3.30.12.
5.2.3.31.

5.2.3.31.01.
5.2.3.32.

5.2.3.32.01.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
Belanja modal [Pengadaan buku naskah

Relanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, compact disk)
Belanja modal Pengadaan mikrofilm ‘

Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe

Belanja modal pengadaan alat permainan edukatif

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
Belanja modal Pengadaan lukisan/foto

Belanja modal Pengadaan patung

Belanja modal Pengadaan ukirzin

Belanja modal Pengadaan pahatan

Belanja modal Pengadaan batu alam

Belanja morial Pengadaan maket/miniatur/dioramu

Belanja Modal Alat Kesenian/Musik

Belanja Modal Alat-alat Olah Raga

Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
Belanja modal Pengadaan hewan kelbun kinatang

Belanja modal Pengadaan ternak

Belanja modal Pengadaan tanaman

Belanja Modal Plasma, Nutfah Keanekaragaman Hayati dan Hewani
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
Belanja modal Pengadaan senjata api

Belanja modal Pengadaan radar

Belanja modal Pengadaan mobil water canon

Belanja madal Pengadaan borgol

Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet

Belanja modal Pengadaan perisai/tameng

Belanja modal Pengadaan detektor logam

Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru

Belanja madal Pengadaan pentungan

Belanja modal Pengadaan helm

Belanja modal Pengadaan alarm/sirene

Belanja modal Pengadaan sentolop/senter

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Rumah Dinas)
Belania Modal Tempat Tidur

Belanja Modal Peralatan Industri Kecil dan Menengah

Belanja Modal Peralatan Industri Sandang
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5.2.3.32.02. Belanja Modal Peralatan Industri Makanan Olahan

5.2.3.32.03. Belanja Modal Peralatan Industii Kerajinan

5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perhubungan

5.2.3.33.01. Belanja modal pengadaan fasilitas perlengkapan jalan

5.2.3.34. Belanja Modal BLUD

5.2.3.34.01. Belanja Modal EELUD RSUD

5.2.3.35. B=lanja Modal BOS

5.2.3.35.01. Belanje Modal D)ana BNS

5.2..3.36. Belanja Modal Pemeliharaan Tanah

5.2.3.36.01. Belanja modal F'emeliharaan tanah kantor

5.2.3.36.02. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana kesehatan rumah sakit

5.2.3.36.03. Belanja modal Perneliharaan tanah sarana kesehatan puskesmas

5.2.3.36.04. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana kesehatan poliklinik

5.2.3.36.05. Belania modal Pemeliharaan tanah sarana penaidikan taman kanak-kanak

5.2.3.36.06. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar

5.2.3.36.07. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan
kejuruan

5.2.3.36.08. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan
kejuruan

5.2.3.36.09. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus

5.2.3.36.10. Beianja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus

52.3.36.11. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana sosial panti asunan

5.2.3.36.12. Belanja modal Pemeliharaan tanah saiana sosial panti jompo

5.2.3.36.13. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum terminal

5.2.3.36.14. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum dermaga

5.2.3.36.15. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis

5.2.3.36.16, Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum rumah potong hewan

5.2.3.36.17. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan

5233618 Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum pasar

5.2.3.36.18. Belanja modal Pemeliharaan tariah sarana umum tempat pembuangan akhir
sampah

5.2.3.36.20. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum taman

5.2.3.36.21. Belanja modal Pemeliharaar tanah sarana umum pusat hiburan rakyat

5.2.3.36.22. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umurm, ibadah

5.2.3.36.23. Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana stadion olahraga

5.2.3.36.24. Belanja modal Pemeliharaan tanah perumahan

5.2.3.36.25. Belanja modal Pemeliharaan tanah pertanian

5.2.3.36.26. Belanja modal Pemeliharaan tanah perkebunan

5.2.3.36.27. Belanja modal Pemeliharaan tanah perikanan
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5.2.3.36.28. Belanju modal Pemeliharaan tanah peternakan
5.2.3.36.29. Belanja modal Femeliharaan tanah perkampungan
5.2‘3.36.3l;}‘ Belanja modal Pemeliharaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material
bahan baku
5.2.3.36.31. Belanja modal Pemeliharaan tanah Untuk Sarana & Prasarana umum
5.2.3.37. Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Berat
5.2.3.37.01, Belanja modal Pemeliharaan traktor
5.2.3.37.02. Belanja modal Pemeliharaan buldozer
5.2.3.37.03. Belanja modal Pemeliharaan stoom wals
5.2.3.37.04. Belanja modal Pemeliharaan eskavator
5.2.3.37.05. Belanja modal Pemeliharaan dump truk
5.2.3.37.06. Belanja modal Pemeliharaan crane
5.2.3.37.07. Belanja modal Pemeliharaan kendaraan penyapu jalan
5.2.3.37.08. Belanja modal Pemeliharaan mesin pengolah semen
§.2.3.37.09. Belanja modal Pemeliharaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
5.2.3.38. Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan
5.2.3.38.01, Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.38.02. Belznja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.&.3.38.03, Belarija Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5.2.3.38.04. Belanja Modal Pemeliharzan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
5.2.3.38.05. Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.39. Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Bengkel, alat uji dan Alat Ukur
5.2.3.39.01. Belanja Modal Pemeliharaan Alat Bengkel
5.2.3.39.02. Belanja Modal Pemeiiharaan Alat-alat uji
5.2.3.39.03. Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Ukur
5.2.3.40. Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.40.01. Belanja Modal Pemeliharaan Alat Pengolahan Pertanian
5.2.3.40.02. Belanja Modal Pemeliharaan Alat Pengolahan Peternakan
5.2.3.41. Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan/ perlengkapan Kantor dan rumah
tangga
5.2.3.41.01. Belanja Modai Pemeliharaan Peralatan Kantor
5.2.3.41.02. Belanja Modal Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.41.03, Belanja Modal Pemeliharaan mebeulair
5.2.3.41.04, Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan dan peilengkapan rumah tangga
5.2.3.42. Belanja Modal Pemeliharaan Komputer
5.2.3.42.01. Belanja modal Pemeliharaan komputer mainframe/server
5.2.3.42.02. Belanja modal Pemeliharaan komputer/PC
5.2.3.42.03. Belanja modal Pemeliharaan komputer note book

Hal 26 dari 29




.y

Uralan

Kode Rekenina
1 2
5.2.3.42.04. Belanja modal Pemeliharaan printer
5.2.3.42.05. Belanja modal Pemeliharaan scaner
5.2.3.42.06, Belanja modal Pemeliharaan monitor/display
5.2.3.42.07. Belanja modal Pemeliharaan CPU
5.2.3.42.08. Belanja modal Pemeliharaan UPS/swapilizer
52.3.42.09. Belanja modal Pemeliharaan kelengkapan komp&tar (Software, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
5.2.3.42.10. Belanja modal Pemeliharaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.43. Belanja Modal Pemelihzraan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.4301. Belanja Modal Pemeliharaan Alat Studio
5.2.3.43.02. Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.44. Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.44.01. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.44.02. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran gigi
5.2.3.44.03. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran THT
5.2.2.44.04. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran mata
5.2.3.44.05. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran bedzah
5.2.3.44.06. Belanja modal Pemeliharaan alat-alnt kedokteran anak
5.2.3.44.07. Belanja modal Pemelih.raan aiat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
5.2.3.44.08. Belanja modal Pemetiharaan alat-alat kedokteran kulit dan kefamin
5.2.3.44.09. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran kardiologi
5.2.3.44.10. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran neurclogi
52.3.44.11. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedukteran.ormopedi
52.344 12 Belanja modal Penieliharaan alat-alat kedokteran hewan
5.2.3.44.13 Belanja modal Pemeliharaan alat-alat farmasi
5.2.3.44 14, Belanja modal Pemeliharaan alat-alat penyakit dalam/internis
5.2.3.44.15, Belanja Modal Pemeliharaan Alat Kesehatan
5234416 Belanja Modal Pemeliharaan Inventaris Ruang Rawat inap / Rawat jalan
5.2.3.45. Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.45.01. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium biologi
5.2.3.45.02. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5.2.3.45.03. Relanja modal Pemeliharaan alat-alat iaboratorium kimia
5.2.3.45.04. Belanja modal Pemeliharaan a'at-alat lal';\oratorium pertanian
5.2.3.45.05. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium peternakan
5.2.3.45.06. Belanja modal Pemeiiharaan alat-alat lzboratorium perkebunan
5.2.3.45.07. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat iaboratoriurn perikanan
5.2.3.45.08. Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium bahasa
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5.2.3.45.08. Beianja modal Pemeliharaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5.2.3.46. Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jalan
5.2.3.46.01. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jalan
5.2.3.46.02. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jalan fly over
5.2.3.46.03. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jalan under pass
5.2.3.47. Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.47.01. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan gantung
5.2.3.47.02. Belanja modal Pemelinaraan konstruksi jembatan ponton
5.2.3.47.03. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5.2.3.47.04. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.48. Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.48.01. Belarja modal Pemeliharaan konstruksi bendungan
5.2.3.48.02. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi waduk
5.2.3.48.03. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi kanal permukaan
5.2.3.48.04. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi kanal bawah tanah
5.2.3.48.05. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi
5.2.3.48.06. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5.2.3.48.07. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi reservoir
5.2.3.48.08. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi pintu air
5.2.3.49, Belznja Modal Pemeliharain Penerangan Jalan, Tainan dan Hutan Kota
5.2.3.49.01. Belanja modal Pemeliharaan lampu hias jalan
5.2.3.49.02. Belanja modal Pemeiiharaan lampu hias taman
5.2.3.49.03. Belanja modal Pemeliharaan lampu penerang hutan kota
5.2.3.49.04. Belanja modal Pemeliharaan Taman dan Hutan Kota
5.2.3.50. Belanja Modal Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.50.01. Belanja modal Pemeliharaan instalasi listrik
5.2.3.50.02. Belanja modal Pemeliharaan instala.i telepon
5.2.3.51. Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.51.01. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.51.02. Belanja mocal Pemeliharaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5.2.3.51.03. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5.2.3.51.04. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5.2.3.51.05. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5.2.3.51.06. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5.2.3.51.07, Beianja modal Pemeliharaan konstruksi tugu peringatan
5.2.3.51.08.

Belanja Modal Pemeliharaan Kontruksi Bangunan Sarana dan Prasarana Umum
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5.2.3.51.09. Belanja Modal Pemeliharaan Kontruksi Bangunan Publikasi (Reklame, Panggung,
Iklan dsj)
5.2,3.52. Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
5.2.3.52.01. Belanja modal Pemeliharaan senjata api
5.2.3.52.02. Belanja modal Pemeliharaan Persenjataan non senjata Api
5.2,.3‘52.03, Belanja modal Pemeliharaan Alat-alat keamanan
5.2.3.53. Belanja Modal Peralatan Industri Kecil dan Menengzah
5.2.3.53.01. Belanja Modal Peralatan Industri Sandang
5.2.3.53.02. Belana Modal Peralatan Industri Makanan Olahan
5.2.3.53.03. Belanja Modal Peralatan Industri Kerajinan
5.2.3.54, Belanja Modal Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan
52.3.54.01. Belanja modal Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan
5.2.3.55. Belanja Modal Pemeliharaan BLUD
5.2.3.55.01. Belanja Modal Pemeliharaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
5.2.3.56. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.2.3.56.01. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
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6. PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

6.1.1.01. Pelampauan penerimaan PAD

6.1.1.01.01. Pajak Daerah

6.1.1.01.02. Retribusi Daerah

6.1.1.01.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daera* yang Dipisahkan

6.1.1.01.04, Lain-Lain PAD yang sa-

6.1.1.02. Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan

6.1.1.02.01. Bagi Hasil Pajak

6.1.1.02.02. Bzgi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

6.1.1.03. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

6.1.1.03.01. Pendapatan Hibah

6.1.1.03.02. Dana Darurat

6.1.1.03.03. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

6.1.1.03.04, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

6.1.1.03.05. Bantuan Keuangan dari Provinsi aiau pemerintah daerah lainnya

6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya

6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung

6.1.1.04.02, Belaija Pegawai dari Belanja Langsung

6.1.1.04.03. Belanja Barang dan Jasa

6.1.1.04.04. Belanja Modai

6.1.1.04.05. Belanja Bunga

16.1.1.06.06, Belanja Subsidi

6.1.1.04.07. Belanja Hibah

6.1.1.04.08. Belanja Bantuan Sosial

6.1.1.04.09. Belanja Belanja Bagi Hasil

6.1.1.04.10. Belania Bantuan Keuangan

6.1.1.04.11, Belanja Tidak Terduga

6.1.1.05. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tabiun befum
terselesaikan

6.1.1.05.01. Uang jaminan ......

6.1.1.05.02. Potongan Taspen

6.1.1.05.03. Potongan Beras

6.1.1.05.04, Askes

6.1.1.06. Kegiatan lanjutan

6.1.1.06.01, Kegiatan lanjutan
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1 2
6.1.1.07.01. Sisa L2bih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01. Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.01. Pencairan Dana Cadangan nomor ......
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.3.01. Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
6.1.3.01.01. BUMD
6.1.3.02. Hasil penjualan asexr milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan
pihak ketiga

6.1.3.02.01. Badan..........
6.1.3.02.02. Masyarakat Petani/Paternak/Pedagang
6.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
6.1.4.01. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6.1.4.01.01. Penerusan pinjaman.....
6.1.4.02. Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.4.02.01. Pemerintah daerah ......
6.1.4.03. Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.4.03.01. Bank .....
6.1.4.04. Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.4.04.01. Lembaga keuangan bukan bank ......
6.1.4.05. Penerimaan hasil penerbitan Obiigasi Daerah
6.1.4.05.01. Obligasi atas nama.,
6.1.4.05.02. obligasi nomor........
6.1.5.01. Penerimaarn Kembali Penerimaan Pinjaman
6.1.5.01.01. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjainan
6.1.6. Penerimaan piutang daerah
6.1.6.01. Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6.1.6.01.01. Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6.1.6.01.02. Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6.1.6.01.03. Penerimaan piutang dasrah dari lain-lain pendapatan yang sah
6.1_.§.02. Penerimaan piutang Jdaerah dari pemerintah
6.1.6.02.01. Penerimaan piutang daerat dari pemerintah
6.1.6.03. Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.€.03.01. Pemerintah daerah ................ |
6.1.6.04, Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.6.04.01. Bank ......coeeennnnn,
6.1.6.05. Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.6.05.01. Lembaga keuangan bukan bank .........................
6.1.7, Penerimaan Dana Talangan
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6.1.7.01. Penerimaan Dana Talangan Dari Propinsi

6.1.7.01.01. Penerimaan Dana Talangan Penuadaan Pangan

6.1.7.02 Penerimaan Kembali Dana Talangan

6.1.7.02.01. Penerimaan Kemtali Dana Talangan Pengadaan Pangan

6.1.8. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

6.1.8.01. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

6.1.8.01.01. Penerimaan Kembali Dana Bergulir Dari Kelompok Masyarakat

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah .

6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

6.2.1.01. Pembentukan Dana Cadangan

6.2.1.01.01. Pembentukan Dana Cadangan nomor...

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

6.2.2.01. Badan usaha railik pemerintah (BUMN)

6.2.2.01.01. BUMN .......

6.2.2.02. Badan usahz milik daerah (BUMD)

6.2.2.02.01. BUMD

6.2.2.03. Badan usaha milik swasta

6.2.2.03.01. Badan...

6.2.2.03.02. Masyaralat Petani/Pzternak/Pedagang

6.2.2.04. Penyaluran Dana Bergulir

6.2.2.04.01. Dana Bergulir

§.2.3. Pembayaran Pokok Utang

6.2.3.01. Pembayaran Fokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah

6.2.3.01.01. Penerusan pinjaman.....

6.2.3.01.02. Rekening Dana Investasi (RDI)

6.2.3.02. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah
lain

6.2.3.02.01. Pemeriniah daerah

6.2.3.03. Pembayaran Pokok Utang yang Jjatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan
Bank

6.2.3.03.01. Bank

6.2.3.04. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan
bukan Bank

6.2.3.04.01. Lembaga keuangan bukan Bank

6.2.3.05. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah

6.2.3.05.01. Penerusan pinjaman...

6.2.3.06. 'P:mbayaran Pokok Utang sehelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah
ain

6.2.3.06.01. Pemerintah daerah. ...

6.2.3.07. Pembayaran Pokok Utang Sebeium Jatuh Tempo kepadia lembaga keuangan

bank
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Kode Rekenina

Uraian

1

6.2.3.07.01.
6.2.3.08.

6.2.3.08.01.
6.2.3.09.
6.2.3.09.01.
6.2.3.09.02.
16.2.3.10.
6.2.3.10.01.
6.2.3.10.02.
6.2.4.
6.2.4.01.
6.2.4.01.01.
6.2.4.02.
6.2.4.02.01.
6.2.5.
6.2.5.01..
6.2.5.01.01.
6.2.5.02.
6.2.5.02.01.
6.3.

8.

8.1

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.2

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Bank ....

Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga
keuangan bukan bank

Lembaga keuangan bukan bank...
Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo

Obligasi atas nama .....

Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo
Obligasi atas nama ....

Obligasi nomor....

Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah
Pemerintah

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain

Pemerintah daerah ...

Pengeluaran Dana Talangan

Pengembalian Dana Talangan Ke Propinsi
Pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan
Pemberian Dana Talangan

Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rekening Koran Antar Unit

RK BUD

RK BUD terhadap Bendahara Penerimaan SKPD
RK BUD terhadap Bendahara Pengeluaran SKPD
RK BUD terhadap Pengurus Barang SKPD

RK SKPD _
RK Bendahara Penerimaan SKPD terhadap BUD
RK Bendahara Pengeluaran SKPD terllhadap BUD
RK Pengurus Barang SKPD terhadap BUD
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